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ABSTRAK 
 
Ariqah Zakiyah Ramadhany (B111 13 114) Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor 
(Studi Kasus Putusan Nomor 1335/Pid.B/2016/PN.Mks). Dibimbing 
oleh Slamet Sampurno selaku Pembimbing I dan Abdul Asis selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama 
untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materiil terhadap 
tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagai kolektor dan 
untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja 
sebagai kolektor perkara No. 1335/Pid.B/2016/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
yaitu studi dokumentasi dan wawancara. Data primer diperoleh dari hasil 
wawancara hakim sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai 
literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat para 
ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu: (1) Jaksa 
Penuntut Umum dalam membuat dakwaan sudah tepat dan sesuai yaitu 
menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 374 
KUHPidana atau kedua Pasal 372 KUHPidana, diantara unsur-unsur yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan 
meyakinkan adalah Pasal 374 KUHPidana akan tetapi dalam penuntutan 
pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut penulis masih kurang tepat 
atau tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. (2) Pertimbangan hukum 
oleh majelis hakim terhadap perkara No. 1335/Pid.B/2016/PN.Mks dalam 
menjatuhkan hukuman terdakwa kurang tepat dan dirasa belum adil 
dikarenakan dalam menjatuhkan pidana hakim tidak sesuai dengan 
perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah melawan hukum. 
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ABSTRACT 
 
Ariqah Zakiyah Ramadhany (B111 13 114) Overview Juridical Against 
Crime Embezzlement in Employment As a collector (A Case Study of 
Decision No. 1335/Pid.B/2016/PN.Mks). Overseen by Slamet 
Sampurno as Supervisor I and Abdul Asis as Advisor II. 
This research aims to determine two things, the first to determine the 
applicability of provisions of substantive criminal law against the crime of 
embezzlement in the employment relationship as a collector and to 
determine the legal considerations by the judge in the decision of the 
crime of embezzlement in the employment relationship as a collector case 
No. 1335 / Pid.B / 2016 / PN.Mks. 
This research was conducted in the Pengadilan Negeri Makassar, Central 
Library of Hasanuddin University, and Library of Law Faculty of 
Hasanuddin University using the techniques of data collection 
documentation study and interviews. The primary data obtained from 
interviews of judges while secondary data obtained from the literature, 
legislation, documents and expert judgement relating to the discussion of 
this paper. 
Based on this research, we concluded that: (1) the Prosecution in making 
the charges are correct and appropriate that use alternative charges is the 
first charge of Article 374 of the Criminal Code or both of Article 372 of the 
Criminal Code, among the elements that were charged by the Public 
Prosecutor proven convincingly is Article 374 of the criminal Code but in a 
criminal prosecution by the public prosecutor, according to the author is 
still not quite right or does not match the actions of the defendant. (2) 
Consideration of the law by judges on case No. 1335 / Pid.B / 2016 / 
PN.Mks in sentencing the defendant is less appropriate and not fair 
because the judge did not impose criminal according to the actions of the 
defendant was legally against the law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Masuknya globalisasi di berbagai bidang kehidupan seiring 
dengan tuntutan perkembangan zaman, menggiring masyarakat 
menuju pada gaya hidup yang serba praktis. Ilmu pengetahuan dan 
teknologi juga semakin berkembang setiap harinya. Sadar atau tidak 
semakin berkembangnya berbagai bidang kehidupan turut mendorong 
terjadinya krisis moral. Krisis moral ini terjadi karena ketidakmampuan 
dalam menjaring informasi dan budaya yang masuk sehingga 
memungkinkan timbulnya kejahatan atau tindak pidana.  
Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi 
mungkin tidak akan ada habisnya. Kejahatan merupakan suatu 
fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang 
berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat melihat berbagai 
komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu 
dengan yang lain.1 Mengenai masalah ini dapat dilihat dari berbagai 
pemberitaan di media massa dan media elektronik yang selalu 
memuat berita terjadinya kejahatan. Kejahatan dapat terjadi 
dimanapun, tidak menutup kemungkinan modus perilaku tindak pidana 
                                                          
1 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Press,  Jakarta, 2014. hlm 1 
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atau kejahatan semakin canggih baik dari segi pemikiran (modus) 
maupun dari segi teknologi. 
Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang  
dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang melanggar 
undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga 
merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran 
ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu 
masyarakat pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan 
harta benda dinilai tinggi.2 
Kejahatan (tindak pidana) menurut Soerjono Soekanto adalah 
“gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di 
dunia. Adapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena 
kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama 
disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat 
dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai 
kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud 
sebagai pertentangan yang prinsipil”.3 
 
Kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya sebaliknya akan 
terus berkembang seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial 
yang terjadi dalam masyarakat. Hukum pidana sebagai alat atau 
sarana penyelesaian diharapkan mampu memberikan solusi yang 
tepat. Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana merupakan salah 
satu penunjang bagi penegagakan hukum pidana, khusunya 
penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan atau upaya 
penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian 
                                                          
2 Soedjono Dirdjosiswoyo, Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1984, 
hlm 27 
3  Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cet 9¸ Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 1999, hlm 14 
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integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan 
upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).4 
Kejahatan yang marak dan terus berkembangan hingga saat ini 
adalah kejahatan terhadap harta benda. Menurut Adami Chazawi, 
kejahatan terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap 
kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain (bukan milik 
petindak).5 Salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap 
harta benda adalah tindak pidana penggelapan.  Tindak pidana 
penggelapan diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) pada Pasal 372 – 377 
KUHPidana yang merupakan kejahatan yang sering terjadi di berbagai 
lapisan bawah sampai lapisan masyarakat atas, penyalahgunaan 
kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya 
tindak pidana ini. 
Memiliki jabatan sebagai kolektor yang bertugas dan 
bertanggungjawab melakukan penagihan hasil penjualan barang yang 
telah diterima oleh konsumen membuat seorang pegawai yang 
bekerja di perusahaan PT Fiestar Cemerlang dengan sengaja 
melakukan penggelapan dana perusahaan yang berada dalam 
penguasaannya dengan mempergunakan untuk keperluan pribadinya 
tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan tempat ia 
                                                          
4 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana¸ Prenada Media Group, 
Jakarta, 2008, hlm 2.  
5 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm 1. 
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bekerja adalah salah satu kasus yang pernah terjadi dan telah diputus 
oleh Pengadilan Negeri Makassar. 
Dari kasus diatas dapat diketahui tindak pidana penggelapan 
dapat dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun, termasuk juga 
pihak yang berada di dalam ataupun diluar lingkungan perusahaan, 
namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam 
lingkungan perusahaan karena biasanya pihak tersebut memahami 
mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan 
tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan 
penggelapan.  
Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat permasalahan 
tersebut menjadi sebuah judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor 
(Studi Kasus Putusan No. 1335/Pid.B/2016/PN.Mks)”  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk 
memfokuskan penulisan ini, maka dapat dirumusakan beberapa 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana mareriil 
terhadap tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja 
sebagai kolektor? 
5 
 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
penjatuhan putusan tindak pidana penggelapan dalam hubungan 
kerja sebagai kolektor perkara No. 1335/Pid.B/2016/PN.Mks ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 
yang ingin dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materiil 
terhadap tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja 
sebagai kolektor. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam hubungan 
kerja sebagai kolektor  perkara No. 1335/Pid.B/2016/PN.Mks. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan 
dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari 
penelitian adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum 
Pidana pada khususnya. 
b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di 
samping literatur-literatur yang sudah ada tentang tindak 
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pidana penggelapan khususnya mengenai penanganan 
penggelapan dalam hubungan kerja sebagai kolektor. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan 
memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para 
pihak terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam 
menyelesaikannya. 
b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis 
sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang sudah diperoleh. 
c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya pada tindak 
pidana penggelapan.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), 
memberikan penjelasan “tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, 
memeriksa (untuk memahami), pandangan pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sebaganya)”.6 Menurut Kamus Hukum, 
“kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum 
atau dari segi hukum”. 7  Disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti 
mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu 
pandangan atau pendapat dari segi hukum. 
Adapun pengertian lain dari tinjauan yuridis jika dikaji menurut 
menurut hukum pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji 
hukum pidana materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti 
terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang 
tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, 
unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana 
yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
 
                                                          
6  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 
(Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 1470 
7 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 651 
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2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari 
tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan 
pidana dan hukum, perkataan baar diterjemahkan dengan dapat 
dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan 
tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.8 Sehingga secara 
harfiah perkataan “strafbaarfeit” itu dapat diterjemahkan sebagai 
“sebagian dari suatu peristiwa yang dapat dihukum”. 
Walaupun terdapat dalam Wetboek van Strafrecht 
(selanjutnya disingkat WvS) Belanda dan juga WvS Hindia Belanda 
(KUHPidana) tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di 
maksud strafbaarfeit itu. Sulitnya memberikan pengertian terhadap 
strafbaarfeit, membuat para ahli mencoba untuk memberikan 
defenisi tersendiri dari sudut pandang mereka yang menimbulkan 
banyaknya ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah 
strafbaarfeit. Beberapa pengertian strafbaarfeit menurut para ahli: 
a) Adami Chazawi mengemukakan bahwa: 9 
Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang 
digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit. Istilah 
yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam 
perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum 
diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, 
                                                          
8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Op.cit., hlm 67 
9 Ibid., hlm 67-68 
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pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, 
perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah 
perbuatan pidana. 
 
b) Simon, mengemukakan bahwa: 10 
Strafbaarfeit (terjemahan harfiah adalah peristiwa pidana) 
ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan 
kesalahan (schuld) seseorang yang mampu 
bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simon 
ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) 
dan culpa late (alpa dan lalai). 
 
c) Vos berpendapat bahwa “Strafbaarfeit adalah suatu kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-
undang.”11 
d) Van Hamel merumuskan strafbaarfeit yaitu sebagai: “Kelakuan 
manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat 
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 
kesalahan.”12 
e) Karni mengemukakan bahwa: 13 
Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung 
perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh 
orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa 
perbuatan itu di pertanggungjawabkan. 
 
f) Moeljatno mengemukakan yaitu: 14 
Dalam memberikan defenisi tentang Strafbaarfeit, 
menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan 
pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang 
                                                          
10 H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 224 
11  Martiman Prodjo Hamidjojo, Memahami Dasat-Dasar Hukum Pidana, PT. Pradnya 
Paramita, Jakarta, 1997, hlm 16 
12 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 88 
13 Sudarto, Hukum Pidana 1, Diterbitkan oleh Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 42 
14 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Op.cit., hlm 71 
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dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai 
dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar 
larangan tersebut”. 
 
g) Jonkers memberikan defenisi tentang strafbaarfeit menjadi dua 
bagian yaitu:15 
1. Defenisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai kejadian (feit) yang diancam pidana oleh Undang-
undang. 
2. Defenisi panjang memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang 
dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 
h) Pompe mengemukakan perkataan strafbaarfeit yaitu: 16 
Strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum. 
 
Pendapat para ahli hukum tersebut diatas dapat diambil 
kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak 
pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut: 
a. Berupa perbuatan manusia,  
b. Bersifat melawan hukum,  
c. Kesalahan, 
d. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, dan  
e. Diancam pidana. 
                                                          
15 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, 
hlm 91 
16  P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1997, hlm 182 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada 
umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada 
dasarnya dapat diagi menjadi dua macam unsur, yakni, unsur 
subjektif dan unsur objektif. 
Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat 
pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, 
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung 
dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:17 
a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa). 
b. Maksud atau vornomen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana. 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHPidana. 
 
Unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaaan-
keadaaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:18 
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid. 
b. Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaaan bagi seorang 
pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisaris 
dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut 
Pasal 398 KUHPidana. 
c. Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
                                                          
17 Ibid., hlm 193 
18 Ibid., hlm 194 
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Selain itu, Hazewinkel Suringa melihat unsur-unsur itu dari segi 
yang lain. Ia mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang 
diambil dari rumusan undang-undang yaitu:19 
a. Dalam setiap delik terdapat unsur tindakan atau perbuatan 
seseorang, 
b. Dalam beberapa delik disebutkan apa yang disebut sebagai 
akibat konstitutif (misalnya hilangnya nyawa orang), 
c. Banyak delik yang memuat unsur-unsur psikis (misalnya 
adanya kesengajaan dan kealpaan), 
d. Adanya beberapa delik yang mengandung keadaan obyektif 
(di muka umum), 
e. Dalam beberapa delik terdapat faktor subjektif psikis 
(misalnya dengan direncanakan) dan objektif non psikis 
(misalnya kedudukan sebagai bapak, pegawai negeri sipil, 
hakim dan sebagainya), 
f. Beberapa delik yang mengandung syarat tambahan untuk 
dapat dipidana (misalnya jika betul-betul terjadi perang). 
 
Pompe mengemukakan dalam hukum positif sifat hukum dan 
kesalahan (schuld) bukan merupakan sifat mutlak untuk adanya 
tindak pidana (strafbaarfeit). Untuk adanya penjatuhan pidana tidak 
cukup dengan hanya adanya tindak pidana saja akan tetapi harus 
ada orang yang dapat dipidana.20 
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu 
yaitu sebagai berikut:21 
a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan 
(misdrijven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran 
(overtredingen) dimuat dalam buku III, 
                                                          
19 Soemitro, Hukum Pidana, FH Unisri, Surakarta, 1996, hlm 37 
20 Bambang Poernomo, Op.cit., hlm 173 
21 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Op.cit., hlm 121-122 
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b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil 
(materiel delicten), 
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara 
tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana 
tidak dengan sengaja (culpose delicten), 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan 
antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut 
sebagai tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan 
tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana 
omisi (delicta ommissinis), 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan 
tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus, 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus, 
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan 
antara tindak pidana communia (delicta communia, yang 
dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana 
propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki 
kualitas pribadi tertentu), 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa 
(gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht 
delicten), 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, 
maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk 
pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang 
diperberat (gequalificeerde delicten), dan tindak pidana 
yang diperingan (gepriviligieerde delicten), 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka 
tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari 
kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana 
terhadap nyawa dan tubuh, terhdap harta benda, tindak 
pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, 
terhadap kesusilaan dan sebagainya, 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal 
(enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai 
(semengestelde delicten).  
 
 
 
 
 
14 
 
2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan 
Penggelapan diatur dalam Buku II KUHPidana dalam Bab XXIV 
yang merupakan terjemahan dari verduistering dalam bahasa 
Belanda. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang 
dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu 
kejahatan.  
Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 
372 yang dirumuskan sebagai berikut :22 
Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak 
suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk 
kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya 
bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, 
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- 
 
Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak 
pidana penggelapan yaitu:23 
Tindak pidana sebagimana tersebut dalam Bab XXIV 
KUHPidana lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana 
penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. 
Sebab inti dari tindak pidana tersebut adalah penyalahgunaan 
hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan 
penyebutan tersebut maka akan memudahkan bagi setiap 
orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya 
dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. 
 
Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal telaah pengertian 
tentang penggelapan ini bahwa:24 
                                                          
22 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Poelita, Bogor, 1988, hlm 
258 
23 Tongat., Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang, 2006, hlm 57 
24 Ibid., hlm 60 
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Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan 
karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, 
misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, 
dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan 
untuk menyimpan dan sebagainya itu mengusai barang 
tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka 
orang tersebut berarti melakukan penggelapan. 
 
M. Sudrajat memberikan pengertian tindak pidana penggelapan 
yaitu: 25 
Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus 
dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada 
dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang 
punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya pelaku 
tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat 
dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu 
barang. 
 
Adami Chazawi mengemukakan penjelasannya mengenai 
tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana 
yaitu:26 
Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita 
diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi 
masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlikj), 
bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai 
membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih 
mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan 
haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak 
mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang 
yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut 
bukan karena kejahatan. 
Beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata 
penggelapan dapat kita lihat pula C.S.T. Kansil dan Christine S. T 
Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap yaitu:27 
                                                          
25  M.Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP, Remaja Karya 
Bandung, 1984, hlm 74 
26 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op.cit., hlm 70 
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Penggelapan yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki 
barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain 
dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah 
bersalah melakukan tindak pidana, misalnya Pasal 372 
KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai verduistering atau 
penggelapan. 
 
Jadi dapat diartikan bahwa penggelapan adalah suatu 
perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan 
orang lain yang diberikan padanya dan awal barang itu berada 
ditangannya bukan karena dari hasil kejahatan. 
 
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penggelapan 
Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam 
Pasal 372 KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Unsur Subjektif 
1. Barang Siapa 
Kata barang siapa ini menunjukkan kepada orang, yang 
apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana 
yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut, maka ia 
disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan. 
2. Dengan Sengaja 
Dengan sengaja atau opzettelijk. Unsur ini merupakan 
unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, maupun yang 
melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur 
dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur 
                                                                                                                                                               
27  C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, Pustaka 
Harapan, Jakarta, 2000, hlm 252 
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tersebut harus didakwakan oleh jaksa didalam surat 
dakwaannya dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap 
terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan disidang 
pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.28 
Agar seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa 
karena telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang 
disyaratkan dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana, maka 
disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus 
dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:29 
1. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu 
benda secara melawan hukum, suatu perbuatan yang 
bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau 
bertentangan dengan hak orang lain, 
2. Mengetahui bahwa yang ia kuasai adalah sebuah 
benda, 
3. Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang 
ingin dikuasainya adalah milik orang lain, 
4. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan 
karena kejahatan. 
 
Kesengajaan yang ditunjukkan pada semua unsur yang 
ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. 
Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai 
dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, 
sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut 
orang tidak memerlukan tindakan lain.30 
                                                          
28 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, cetakan 
ke-2, Sinar Grafika, Bandung, 2013, hlm 113 
29 Ibid., hlm 114 
30 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op.cit., hlm 83 
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Jika kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa 
seperti yang dimaksud diatas dibuktikan, maka orang tersebut 
dapat dikatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur dengan 
sengaja yang terdapat dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana. 
Akan tetapi bila tidak dapat dibuktikan salah satu dari 
kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa tersebut, 
maka hakim akan memberikan putusan bebas. 
3. Melawan Hukum (wederrechtelijk) 
Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan 
seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum 
(suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai 
dengan hukum. Adami Chazawi menjelaskan bahwa sebagai 
syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam 
kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang 
sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, 
perjanjian sewa, penggadaian dan sebagainya.31 
Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya 
atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Didalam 
doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu 
melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan 
hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis 
sedangkan melawan hukum materil ialah perbuatan itu 
                                                          
31 Ibid., hlm 80 
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bertentangan dengan asas-asas hukum didalam mayarakat, 
baik tertulis maupun tidak tertulis. 
Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk 
diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditunjukkan 
pada unsur melawan hukum ini. 
b. Unsur Objektif 
1. Mengaku sebagai Milik Sendiri (zich wederrechtelijk 
toeeigenen) 
Adami Chazawi menerangkan bahwa: 32 
Perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai 
suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan 
pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku 
dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda 
yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan 
perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan 
terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak 
pidana penggelapan, unsur ini mempunyai kedudukan 
yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak 
pidana pencurian sekalipun dengan pengertian yang 
sama. 
 
Tongat juga mengemukakan pendapat mengenai unsur 
mengaku sebagai milik sendiri (mengusai) yaitu:33 
Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini 
merupakan unsur subjektif tetapi dalam tindak pidana 
penggelapan unsur tersebut merupakan unsur objektif. 
Dalam hal tindak pidana pencurian, menguasai 
merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal 
ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat 
perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) 
selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan bahwa 
pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu 
                                                          
32 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op.cit., hlm 72 
33 Tongat., Op.cit., hlm 59 
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untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-
benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana 
penggelapan, perbuatan menguasai tersebut merupakan 
perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut 
merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada 
penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut 
belum selesai. 
 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak 
pidana penggelapan unsur perbuatan menguasai harus sudah 
terlaksana atau selesai misalnya dengan menjual benda 
tersebut, digunakan sendiri dan lain-lain. Apabila penguasaan 
tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak 
mana benda itu dapat berada dibawah kekuasaannya, maka 
ini tidak memenuhi unsur dalam Pasal 372 KUHPidana.34 
2. Suatu Benda (eening goed) 
Meskipun dalam Pasal 372 KUHPidana tentang tindak 
pidana penggelapan tidak mengatur tentang sifat benda 
tersebut apakah sifanya dapat dipindah-pindahkan ataupun 
yang sering disebut benda bergerak tidak menutup 
kemungkinan pula penggelapan dapat dilakukan pada benda-
benda tidak berwujud.35 
Adami Chazawi dalam penjelasannya menurut unsur ini 
adalah bahwa:36 
Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya 
sebagai adanya suatu hubungan dan sangat erat dengan 
barang itu, yang menjadi indikator adalah, apabila ia 
                                                          
34 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang., Op.cit., hlm 118 
35 Ibid., hlm 127 
36 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op.cit., hlm 77 
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hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia 
dapat melakukannya secara langsung tanpa harus 
melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya 
terdapat benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, 
dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak 
berwujud dan tetap. 
 
3. Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain 
Seorang dapat dikatakan menggelapkan apabila baik 
sebagian atau seluruhnya itu merupakan milik orang lain. 
Misalnya saja seseorang tidak boleh menguasai sesuatu 
untuk dirinya sendiri apabila ia memiliki usaha bersama 
dengan orang lain.37 
4. Berada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan 
Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai 
bukan karena kejahatan bukan merupakan ciri pokok. Unsur 
ini merupakan pembeda dengan tindak pidana pencurian. 
Kata berada padanya menurut Hoge Raad adalah 
menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung 
yang sifatnya nyata atau antara pelaku dengan suatu benda, 
yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum 
atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana 
penggelapan, bukan pencurian.38 
Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari 
pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana 
                                                          
37 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang., Op.cit., hlm 128 
38 Ibid., hlm 129 
22 
 
pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud 
pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam 
penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku 
sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus 
ada pada pelaku. 
Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang 
bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, 
kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan 
dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk 
kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang 
tersebut berarti melakukan penggelapan. Dapat dikatakan 
bahwa tindak pidana penggelapan ada unsur kesengajaan 
untuk menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya 
adalah milik orang lain akan tetapi tidak ditempuh dengan cara 
kejahatan, melainkan atas dasar kepercayaan seperti karena 
dipinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan, dijaminkan, 
dan sebagainya. 
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penggelapan 
Tindak pidana penggelapan terdapat didalam Buku II 
KUHPidana dimana penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 
373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan 
antarkeluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHPidana 
(delik pencurian). Pasal 377 KUHPidana mengenai pidana 
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tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan 
hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 373, 
Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana. 39  Dengan melihat 
bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan, maka tindak pidana 
penggelapan dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu: 
a. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Pokok 
Penggelapan dalam bentuk pokok atau yang biasa disebut 
penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam 
Pasal 372 KUHPidana yang menyatakan bahwa: 
Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan 
hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya 
termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam 
tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena 
penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 
empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana diatas dapat 
dilihat unsur  yang terkandung yaitu: 
1) Unsur subjektif: 
a) Barang siapa, 
b) Dengan sengaja, 
c) Melawan hukum. 
2) Unsur objektif: 
a) Perbuatan memiliki, 
b) Suatu benda atau barang, 
                                                          
39 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2010, hlm 106 
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c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan 
d) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan. 
Adami Chazawi berpendapat terhadap unsur memiliki yang 
terkadang dalam penggelapan biasa bahwa:40 
Perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu 
benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, 
perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang 
ada padanya atas benda tersebut. perlu diperhatikan 
bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam 
beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan 
satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya 
keadilan. 
 
Penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok 
penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang 
sebagai tindak pidana penggelapan. 
b. Tindak Pidana Penggelapan Ringan (Lichte Verduistering) 
Ketentuan tentang penggelapan ringan diatur dalam Pasal 
373 KUHPidana yang bunyinya: 
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, jika yang 
digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari 
Rp. 250,- dihukum karena penggelapan ringan, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 900,- 
 
Berdasarkan rumusan pasal diatas Tongat menjelaskan 
mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagi berikut:41 
Bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan ringan 
sama dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan 
                                                          
40 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op.cit., hlm 73 
41 Tongat., Op.cit., hlm 63 
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dalam bentuknya yang pokok, hanya didalam tindak 
pidana penggelapan ringan haruslah dipenuhi unsur, 
bahwa yang digelapkan itu bukanlah ternak dan harga dari 
barang yang digelapkan tidak lebih dari dua puluh lima 
rupiah. 
 
Pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur 
yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini 
adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana 
ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sengat berharga 
bagi masyarakat Indonesia. 
c. Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan 
(Gequaliviceerde Verduistering) 
Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. 
Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 
374 KUHPidana. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari 
bentuk pokoknya, didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan 
yang diberikan kepada orang yang menguasai benda yang 
digelapkan.42 
Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang 
memberatkan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, 
adalah: 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang 
barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau 
jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum 
penjara selama-lamanya lima tahun. 
 
                                                          
42 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op.cit., hlm 85 
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Unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud dalam 
pasal ini adalah karena tindak pidana penggelapan telah 
dilakukan atas benda yang berada pada pelaku: 
1) Karena hubungan kerja pribadinya, 
2) Karena pekerjaannya atau jabatannya, 
3) Karena mendapat imbalan uang. 
Beradanya benda ditangan seseorang yang disebabkan 
oleh ketiga unsur memberatkan diatas adalah hubungan 
sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, 
menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. 
Seharusnya kepercayaan yang lebih besar, ia lebih 
memerhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan 
menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.43 
d. Tindak Pidana Penggelapan Berat 
Penggelapan berat diatur dalam Pasal 375 KUHPidana, 
dikatakan penggelapan berat sebab oleh orang karena 
keadaan terpaksa disuruh menyimpan barang itu, berikut 
adalah rumusan Pasal 375 KUHPidana: 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena 
terpaksa disuruh menyimpan barang itu atau wali, curator, 
pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus 
balai derma tentang sesuatu barang yang ada dalam 
tangannya karena jabatannya yang tersebut dihukum 
penjara selama-lamanya enam tahun. 
                                                          
43 Ibid., hlm 86 
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Unsur-unsur yang memberatkan dalam rumusan Pasal 375 
KUHPidana diatas adalah: 
1) Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu 
diberikan untuk disimpan, 
2) Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan 
mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang 
mejalankan wasiat, pengurus lembaga sosial, atau 
yayasan. 
Penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHPidana ini 
adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu 
yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang 
itu dengan barang-barang yang harus diurusnya. 
Undang-undang sendiri tidak menjelaskan tentang 
bilamana sebuah benda berada di tangan seseorang atau 
diserahkan atau disimpan karena terpaksa. Akan tetapi dalam 
contohnya dalam peristiwa darurat seperti kebakaran atau 
banjir biasanya perhatian korban hanya ditujukan kepada 
menyelamatkan nyawa, tetapi bila korban meletakkan barang-
barangnya di pekarangan rumah tetangganya maka hal itu 
disebut sebagai disimpan karena terpaksa. Jika pemilik 
pekarangan atau tetangga tersebut mengambil barang-barang 
yang diletakkan di pekarangannya karena peristiwa-peristiwa 
darurat, maka pemilik pekarangan tersebut telah melakukan 
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tindak pidana penggelapan seperti yang diatur dalam Pasal 375 
KUHPidana dan dapat dijatuhi pidana selama enam tahun. 
e. Penggelapan dalam lingkungan keluarga 
Penggelapan dalam lingkungan keluarga diatur dalam 
Pasal 376 KUHPidana yang menyatakan: 
“Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang 
dterangkan dalam bab ini” 
Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, dalam 
kejahatan terhadap benda, pencurian, pengancaman, 
pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam 
kalangan keluarga maka dapat menjadi:44 
1) Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap 
petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya. 
2) Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik 
terhadap petindaknya mapun pelaku pembantunya 
maka tidak dapat dilakukan penuntutan. 
 
Penggelapan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHPidana, 
dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam keluarga itu 
adalah jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah 
suami atau istri atau keluarga karena perkawinan, baik dalam 
garis keturunan yang menyamping dari derajat kedua dari 
orang yang terkena kejahatan itu. Didalam hal ini apabila 
pelaku atau pembantu kejahatan ini adalah suami istri yang 
belum bercerai maka pelaku pembantu ini tidak dapat dituntut. 
                                                          
44 Ibid., hlm 94 
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Apabila diantaranya telah bercerai, maka bagi pelaku atau 
pembantu kejahatan ini hanya dapat dilakukan penuntutan bila 
pengaduan dari orang lain yang dikenakan kejahatan itu. 
 
2.4 Tinjauan Umum Unsur Pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana 
1. Adanya Hubungan Kerja Pribadi 
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur 
pekerjaan, upah, dan perintah.  
Soepomo berpendapat bahwa hubungan kerja adalah:45 
Suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, 
dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian 
kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu 
perjanjian, disatu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja 
dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan 
pekerja/buruh dengan memberi upah. 
 
Husni berpendapat bahwa hubungan kerja adalah:46 
Hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya 
perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak buruh 
mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan 
mendapatkan upah dan majikan menyatakan 
kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan 
membayar upah. 
 
Sedangkan didalam Pasal 374 KUHPidana terdapat unsur 
persoonlijke dienstbetrekking atau hubungan kerja pribadi dimana 
hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya 
perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Hubungan 
                                                          
45 Abdul Khahim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Berdasarkan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 25 
46 Abdul Khahim., Loc.cit. 
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kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di 
institusi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta tetapi 
juga yang terjadi pada perorangan. 
Hoge Raad dalam arrestnya menyatakan bahwa ”yang 
dimaksud dengan hubungan kerja  adalah pekerjaan yang terjadi 
karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu 
Perseroan Terbatas”. 47 Kartanegara memberikan pengertian 
hubungan kerja yaitu “hubungan kerja yang bukan hubungan 
kepegawaian negeri, akan tetapi hubungan pekerjaan antara 
seorang buruh dengan majikannya, atau seorang 
karyawan/pelayan dengan majikannya”. 48  Contoh tindak pidana 
penggelapan karena adanya hubungan kerja pribadi adalah 
misalnya seorang pegawai dalam sebuah perusahaan 
menggelapkan uang perusahaan untuk tujuan selain dari tujuan 
perusahaan tersebut atau digunakan secara pribadi. 
2. Pekerjaan atau Jabatannya 
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu 
satuan organisasi. Terkadang definisi jabatan dalam hal ini memliki 
banyak makna karena bisa dilihat dari perspektif jabatan dalam 
pemerintahan ataupun jabatan dalam pekerjaan non pemerintahan.  
Jika kita melihat kata jabatan tentunya persepsi kita akan langsung 
                                                          
47 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op.cit., hlm 86 
48  Adami Chazawi, Loc.cit. 
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tertuju pada pejabat publik pemerintahan, namun Pasal 374 
KUHPidana sendiri mengisyaratkan jabatan merupakan kekuasaan 
yang dimiliki dengan adanya hubungan pekerjaan dan gaji 
menggaji.49 
Penjelasan mengenai unsur pekerjaan atau jabatan adalah 
selain diterjemahkan sebagai mata pencaharian, beroep juga 
diterjemahkan sebagai jabatan atau dengan pekerjaan. Dalam hal 
ini maka terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan 
jabatannya di dalam pekerjaan atau mata pencahariannya. 
Misalnya, seorang bendahara yang merupakan pengurus keuangan 
dari suatu perusahaan mempunyai hubungan menguasai antar dia 
dengan uang yang akan diurus dan menjadi tanggungjawabnya 
dikarenakan jabatan yang dimilikinya, namun apabila 
menyalahgunkan uang yang menjadi tanggungjawab dan berada 
dalam pengurusannya itu, misalnya digunakan untuk keperluan 
sehari-hari maka telah terjadi penggelapan. Contoh lain yaitu 
tukang sepatu, tukang service arloji, dan lain-lain yang 
menggelapkan barang yang dititipkan kepadanya. 
Pemberat pidana yang didasarkan pada keadaan yang melekat 
atau timbul dari jabatan adalah wajar, mengingat keadaan-keadaan 
dari jabatan itu dapat memperlancar atau mempermudah terjadinya 
tindak pidana, dan juga dari orang itu membuktikan niat buruknya 
                                                          
49 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah 
Agung dan Hoge Raad, Edisi Kelima, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 239 
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yang lebih kuat untuk mewujudkan tindak pidana, yang keadaan-
keadaan mana diketahuinya atau disadarinya dapat mempermudah 
dalam mewujudkan apa yang dilarang undang-undang.50 
3. Mendapat Imbalan 
Maksud dari mendapat upah khusus adalah bahwa seseorang 
mendapat  upah tertentu berhubung dengan ia mendapatkan suatu 
kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab diserahi suatu 
benda. Sebagai contoh seorang pekerja stasiun membawakan 
barang penumpang dengan upah uang, akan tetapi barang tersebut 
digelapkan oleh pekerja tersebut hal ini termasuk dalam 
penggelapan dengan pemberatan dikarenakan barang yang 
digelapkan tadi berada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan.51 
 
2.5 Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Pidana berasal dari kata straf yang adakalanya disebut dengan 
istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman 
karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. 52 
                                                          
50  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2(Penafsiran Hukum Pidana, Dasar 
Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran 
Kausalitas), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 79 
51 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op.cit., hlm 88 
52 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Op.cit., hlm 24 
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Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang 
sering disebut ius poenale meliputi:53 
a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau 
pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh 
badan-badan negarayang berwenang, peraturan-peraturan 
yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang, 
b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa 
atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran 
peraturan-peraturan itu, 
c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya 
peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara 
tertentu. 
 
Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif 
yang lazim pula disebut ius puniendi, yaitu peraturan hukum yang 
menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan 
dan pelaksanaan pidana.54 Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai 
suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh 
negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat 
hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar 
larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum 
pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaarfeit).55 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata 
“pidana” pada umunya diartikan sebagai hukum, sedangkan 
“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 56  Pemidanaan 
                                                          
53 H.A. Zainal Abidin Farid, Op,cit., hlm 1 
54 H.A. Zainal Abidin Farid,. Loc.cit 
55Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Op.cit., hlm 24 
56 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Makassar, 2012, hlm 95 
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sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan yang 
dapat dibenarkan secara normal, bukan terutama karena 
pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si pelaku 
tetapi juga untuk orang lain.  
Pidana dijatuhkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya 
dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Jelas 
bahwa pemidanaan bukan untuk tindakan balas dendam akan 
tetapi sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku dan juga 
upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. 
2. Tujuan Pemidanaan 
Menurut Franz von Lizt, van Hamel dan Simons yang 
mengatakan bahwa tujuan hukum pidana atau hukuman adalah 
bukan sebagai pembalasan, tetapi lebih melihat pada tujuan 
hukuman, dimana: 57 
a. Menghindari masyarakat dari perbuatan yang jahat, 
b. Berkaitan dengan pelaksanaan hukuman yang dilakukan 
ditempat umum dimaksudkan agar masyarakat umum 
mengetahui proses penjatuhan hukuman terhadap suatu 
perbuatan jahat sehingga jika masyarakat mengetahui 
kejamnya hukuman itu diharapkan perbuatan jahat itu tidak 
akan terulang lagi atau dilakukan oleh orang lain lagi 
(menakut-nakuti serta memperbaiki), 
c. Membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari 
pergaulan masyarakat, 
d. Mencapai ketertiban umum. 
 
Kemudian, seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat 
timbul pendapat bahwa tujuan hukuman sebagai pembalasan sama 
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sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan 
masyarakat. Begitu pula apabila tujuan hukum itu hanya untuk 
menakut-nakuti umum dan membinasakan penjahat, juga tidak 
memberikan suatu kepuasan hukum bagi masyarakat. Sehingga 
kedua tujuan hukuman tersebut haruslah berjalan beriringan, 
yaitu:58 
a. Mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak 
boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk 
dapat dipertahankannya tata tertib di masyarakat, dan 
b. Mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi 
penderitaan atas dijatuhinya pidana boleh lebih berat 
daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. 
 
Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan 
yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : 59 
a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,  
b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan 
kejahatan-kejahatan, dan  
c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak 
mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, 
yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak 
dapat diperbaiki lagi.  
 
3. Teori Tujuan Pemidanaan 
Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak 
menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali 
bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori 
pemidanaan yang dianut. Dalam keadaan demikian teori hukum 
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dapat membantunya. Ada berbagai macam pendapat teori 
pemidanaan ini, namun yang banyak itu dikelompokkan kedalam 
tiga golongan besar yaitu: 
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien) 
Yang menjadi dasar dalam teori ini adalah pembalasan yang 
juga merupakan dasar pembenar penjatuhan penderitaan berupa 
pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana 
karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan 
pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, 
masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, 
ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan 
(berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang 
pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena 
penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap 
kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi 
pembuatnya, tidak dilihat akibat-akbat apa yang dapat timbul dari 
penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik 
terhadap diri penjahat maupun mesyarakat. Menjatuhkan pidana 
tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi 
bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.60 
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Teori pembalasan terbagi atas dua macam antara lain 
adalah sebagai berikut:61 
1) Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada 
penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat 
kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila 
kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh 
kesalahan ringan maka si pembuat kejahatan sudah 
seharusnya dijatuhi pidana yang ringan. 
2) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada 
pemenuhan dari perasaan dendam dari kalangan 
masyarakat. dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan 
harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu 
bencana atau kerugian yang seimbang dengan 
kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat 
kejahatan. 
Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan 
ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan 
keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (doeltheorien) 
Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti 
dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu 
kejahatan tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu 
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pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah 
saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. 
Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya 
menjatuhkan pidana saja. 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat 
untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar 
tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut 
pertahanan masyarakat itu, pidana merupakan suatu yang 
terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan.62 
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka 
pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:63 
1) Bersifat menakut-nakuti (afscbrikking), 
2) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering), 
3) Bersifat membinasakan (onschadelijk maken). 
 
Teori ini memiliki dua pandangan berbeda yakni untuk 
pencegahan umum (general preventie) dimana bersifat menakut-
nakuti guna memperbaiki atau membuat pelakunya bertaubat 
karenanya. Selanjutnya adalah pencegahan khusus (special 
                                                          
62 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Op.cit., hlm 161-162 
63 Ibid., hlm 162 
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preventie) guna mencegah niat jahat dari pelaku tindak pidana 
yang telah dijatuhi pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.64  
c. Teori Gabungan (vereningingstheorien) 
Selain teori absolut dan teori relatif terdapat juga teori 
gabungan. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang 
kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan 
pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini 
adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada 
pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan 
teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan 
memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari 
berbagai sudut pandang yaitu:65 
1) Dalam rangka menentukan benar atau tidaknya asas 
pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus 
dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah 
meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut 
kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran. 
2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk 
menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu 
kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki. 
3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan 
yakni mempertahankan tertib hukum. 
 
Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemidanaan 
merupakan pembalasan terdapat kesalahan yang telah 
dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai 
dengan  justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak 
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melebihi justice sosial (keadialan yang dikehendaki oleh 
masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:66 
1) Pemulihan ketertiban, 
2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak 
pidana, 
3) Perbaikan pribadi terpidana, 
4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai 
rasa keadilan, 
5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat. 
 
Menurut Schravendijk, teori gabungan ini mendasarkan 
pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib 
masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar 
penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 
dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:67 
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa 
yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya 
tata tertib masyarakat. 
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya 
pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang 
dilakukan terpidana. 
 
4. Jenis-Jenis Pemidanaan 
KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana 
telah merinci jenis-jenis pidana, sebagimana dirumusakan dalam 
Pasal 10 KUHPidana. Menurut stelsel KUHPidana, pidana 
dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok dengan 
pidana tambahan. 
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a. Pidana pokok terdiri dari: 
1) Pidana mati, 
2) Pidana penjara, 
3) Pidana kurungan, dan 
4) Pidana denda. 
b. Pidana tambahan terdiri dari: 
1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu, 
2) Pidana perampasan barang-barang tertentu, dan 
3) Pidana pengumuman keputusan hakim. 
Berdasarkan Pasal 69 KUHPidana, untuk pidana pokok, berat 
atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada 
urut-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut. 
Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHPidana 
mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan 
pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana 
pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai 
berikut:68 
1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat 
keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana 
tambahan sifatnya fakultatif, 
2) Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan 
demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri 
sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak 
boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok, 
3) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak) 
diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (executie). 
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Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis pidana diatas adalah 
sebagai berikut: 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana Mati 
Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHPidana maupun 
berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati 
adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana 
terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap 
hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya 
berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai 
sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra bergantung 
dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu 
sendiri.69 
Beberapa pasal dalam KUHPidana mengatur tindak pidana 
yang diancam pidana mati, misalnya:70 
a) Makar membunuh kepala negara, Pasal 104, 
b) Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, 
Pasal 111 ayat (2), 
c) Memberikan pertolongan kepada musuh waktu 
Indonesia dalam perang, Pasal 124 ayat (3), 
d) Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1), 
e) Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, 
Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340, 
f) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau 
lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan 
membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada 
orang terluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4), 
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g) Pembajakan di laut, di pesisir, dan di kali sehingga ada 
orang mati, Pasal 444, 
h) Dalam waktu perang menganjurkan hura-hura, 
pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-
pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 
125 bis, 
i) Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan 
keperluan angkatan perang, Pasal 127 dan 129, dan 
j) Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2). 
 
Diluar KUHPidana pidan mati sering dijatuhkan terhadap 
pelaku tindak pidana subversi dan pelaku tindak pidana 
narkotika. Disamping itu, sesungguhnya pembentuk 
KUHPidana telah memberikan isyarat bahwa pidana mati tidak 
dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati 
harus dengan sangat hati-hati tidak boleh gegabah. Isyarat itu 
adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan 
pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya yaitu 
pidana semumur hidup atau pidana penjara sementara waktu 
setinggi-tingginya 20 tahun.71 
2) Pidana Penjara 
Pengertian pidana penjara menurut beberapa ahli, 
diantanya ialah  Andi Hamzah yang menegaskan bahwa:72 
Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa 
kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana 
kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk 
pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana 
seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada 
ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup, 
atau penjara dua puluh tahun). 
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Sedangkan, P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:73 
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana 
berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang 
terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang 
tersebut dalam sebuah Lembaga Permasyarakatan 
dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua 
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan 
tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan 
tersebut. 
 
Hukuman penjara telah diatur dalam Pasal 12 KUHPidana, 
yang mengatur: 
(1) Hukuman penjara itu lamanya semumur hidup atau 
sementara. 
(2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya 
satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun 
berturut-turut. 
(3) Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan 
selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, 
dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim 
sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, 
dan penjara sementara dan dalam hal lima belas 
tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, 
karena ada gabungan kejahatan atau karena 
berulang-ulang membuat kejahatan atau karena 
aturan Pasal 52. 
(4) Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali 
tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. 
 
3) Pidana Kurungan 
Seperti halnya pidana penjara, pidana kurungan juga 
merupakan pidana hilang kemerdekaan bergerak. Perihal 
pidana kurungan ini diatur dalam Pasal 18 KUHPidana yang 
isinya: 
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(1) Lamanya hukuman kurungan (hechtenis) serendah-
rendahnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun. 
(2) Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu 
tahun empat bulan dalam hal dimana hukuman 
ditambah lantaran ada beberapa kejahatan yang 
dilakukan berulang-ulang atau karena hal yang 
ditentukan pada Pasal 52 tempo yang satu tahun itu 
dilampaui. 
(3) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih lama dari 
satu tahun empat bulan. 
 
Perbedaan-perbedaan yang penting antara pidana 
kurungan dengan pidana penjara ialah:74 
a. Hukuman penjara dapat dijalankan dalam penjara 
dimana saja, sedang hukuman kurungan dengan tidak 
semuanya terhukum tidak dapat dijalankan diluar 
daerah dimana ia bertempat tinggal atau berdiam 
waktu hukuman itu dijatuhkan. 
b. Orang yang dihukum penjara pekerjaannya lebih berat 
dari pada yang dihukum kurungan. 
c. Orang yang dihukum kurungan mempunyai hak pistole 
yaitu hak untuk memperbaiki keadaan dirumah penjara 
dengan ongkos sendiri, sedang yang dihukum penjara 
tidak punya. 
 
4) Pidana Denda 
Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban 
seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum 
sebagai penebus dosa dengan pembayaran uang sejumlah 
tertentu. 
P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa:75 
Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku 
II KUHPidana yang telah diancamkan baik bagi 
kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-
pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik 
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satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif 
dengan pidana penjara saja atau alternatif dengan 
kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama. 
 
Jika denda tidak dibayar, maka harus menjalani kurungan 
pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat 
ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai 
enam bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang 
memberatkan, batas waktu maksimum enam bulan ini dapat 
dilampaui sampai paling tinggi menjadi delapan bulan (Pasal 
30 ayat 5 dan 6). 76  Pidana denda juga dapat dipikul oleh 
orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan 
terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini 
secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.  
b. Pidana Tambahan 
1) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
Undang-undang hanya memberikan kepada negara 
wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan 
hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHPidana, 
hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah: 
a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
yang tertentu, 
b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan 
Bersenjata/TNI, 
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c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang 
diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, 
d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas 
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali 
pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas 
anak yang bukan anak sendiri, 
e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, dan 
f. Hak menjalankan mata pencaharian. 
Pencabutan tentang beberapa hak tertentu, 
penjatuhannya oleh hakim tidak boleh dijatuhkan secara 
terpisah (tidak dapat dipisahkan) dengan penjatuhan pidana 
pokok. Artinya, apabila hakim hendak menjatuhkan pidana 
berupa pencabutan hak tertentu, seorang hakim harus 
menyertakan di dalamnya pencabutan hak tertentu bersama 
dengan pidana pokok. 
2) Pidana Perampasan Barang Tertentu 
Perampasan barang sebagai suatu tindak pidana hanya 
diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak 
diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak 
mengenal perampasan untuk semua kekayaan. 
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Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui 
putusan hakim pidana, Pasal 39 KUHPidana yaitu:77 
(1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu 
kejahatan (bukan dari pelanggaran), yaitu disebut 
dengan corpora delictie, misalnya uang palsu dari 
kejahatan pemalsuan uang, surat dari kejahatan 
pemalsuan surat, dan 
(2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan 
kejahatan yang disebut instrumenta delictie, misalnya 
pisau yang digunakan  dalam kejahatan pembunuhan 
atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan 
dalam pencurian, dan sebagainya. 
 
3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 
KUHPidana yang mengatur bahwa: 
Apabila hakim memerintahkan supaya putusan 
diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau 
aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan 
pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas 
biaya terpidana. 
 
Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini 
dimaksud terutama untuk pencegahan agar masyarakat 
terhindar dari kelihaian busuk seorang pelaku. Pidana 
tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas 
ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.78 
 
 
 
 
 
 
                                                          
77 Ibid., hlm 50 
78 Amir Ilyas, Op.cit., hlm 117 
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2.6 Tinjauan Umum tentang Kolektor 
Koletor berasal dari kata collection yang berarti koleksi atau 
mengumpulkan. Menurut KBBI, kolektor adalah orang yang 
mengumpulkan dana, orang yang mengumpulkan benda untuk koleksi 
(perangko, benda bersejarah, dan sebagainya yang sering dikaitkan 
dengan minat atau hobi), alat untuk mengumpulkan benda koleksi, 
dan tahanan yang menjadi penyambung antara bagian yang bergerak 
dan bagian yang tidak bergerak dalam jaringan listrik. Namun kali ini 
yang akan dibahas yaitu kolektor dalam pengertiannya sebagai 
pengumpul dana atau pengelolaan piutang sebagai akibat adanya 
perjanjian pembiayaan, collector adalah jabatan untuk pegawai atau 
staff perusahaan yang bertugas dibidang penagihan tunggakan 
hutang.   
Istilah debt collector dalam dunia penagihan utang memang 
bukan suatu hal baru meskipun tidak diketahui secara pasti kapan 
pekerjaan ini bermula namun diyakini bahwa debt collector telah ada 
sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Di dunia perbankan, 
penggunaan jasa debt collector merupakan hal yang biasa dilakukan, 
baik dalam  negeri maupun luar negeri bahkan perusahaan 
pembiayaan atau biasa disebut leasing juga menggunakan jasa 
serupa jika ingin menagih utang nasabahnya. 
Debt collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan 
antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan 
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tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit 
dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau 
macet.79 
Tugas dan tanggung jawab dari seorang kolektor atau debt 
collector adalah : 
a. Melakukan monitorng, penagihan, atau penarikan unit atas kontrak 
konsumen yang tertunggak, 
b. Memeriksa daftar penerimaan bukti setoran dari pegawai atau staff 
administrasi (khusus yang tertunggak lebih dari tiga hari), 
c. Bertanggungjawab atas bukti setoran yang diterima dari pegawai 
atau staff administrasi, 
d. Melakukan penagihan atas seluruh bukti setoran yang diterima dari 
pegawai administrasi collection tanpa terkecuali, 
e. Harus melakukan penyetoran atas hasil tagihan yang dilakukan 
baik tunai maupun giro kepada pegawai administrasi, 
f. Membuat laporan harian atas bukti setoran yang diterimanya dan 
hasil penagihan pada hari itu serta bukti setoran yang tidak 
tertagih, 
g. Melaporkan kepada kepala kolektor mengenai perkembangan 
kasus yang dibebankan kepadanya dan input-input atas 
penyelesaian kasus-kasus yang ditanganinya, 
                                                          
79  Masradi Muchtar, Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana. Aswaja 
Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm 1 
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h. Melakukan tindakan negosiasi dan persuasif dalam penyelesaian 
kasus, 
i. Membuat laporan kunjungan harian, 
j. Melindungi dan memelihara aset perusahaan, dan 
k. Melaksanakan seluruh pekerjaan yang dibebankan perusahaan. 
Pada umumnya dunia kolektor dianggap negatif seperti apa yang 
dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya. Dunia kolektor 
sebenarnya cukup luas dan memliki cara kerja yang berbeda pula. 
Cara kerja tersebut berdasarkan pada lama tunggakan. Cara kerja 
tingkatan kolektor adalah sebagai berikut: 
1. Desk Collector 
Pada level bagian penagihan (desk collector), level ini yang 
pertama dari dunia kolektor yaitu hanya mengingatkan tanggal jatuh 
tempo cicilan atau pembayaran dan dilakukan dengan media 
telepon. 
2. Field Collector 
Cara yang dilakukan oleh kolektor pada level ini adalah 
mengunjungi konsumen dengan harapan mengetahui kondisi 
konsumen beserta kondisi keuangannya. Pada level ini, kolektor 
biasanya memberikan pengertian secara persuasif mengenai 
kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. 
Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat 
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ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak 
segera diselesaikan. 
Kolektor diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari 
konsumen, namun hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen 
adalah, pastikan bahwa konsumen tersebut menerima bukti 
pembayaran dari kolektor tersebut, dan bukti tersebut harus 
merupakan bukti pembayaran dari perusahaan dimana konsumen 
tersebut memiliki kewajiban kredit bukan bukti pembayaran yang 
berupa kwitansi yang dapat diperjualbelikan begitu saja diwarung-
warung. 
3. Collector Remedial 
Apabila ternyata konsumen masih belum melakukan 
pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level 
yang selanjutnya yaitu juru sita (collector remedial). Pada level ini 
yang memberikan kesan negatif mengenai dunia dunia kolektor, 
karena pada level ini sistem kerja kolektor adalah dengan cara 
mengambil barang jaminan 
 
2.7 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pengertian Putusan Hakim/Pengadilan 
Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP 
ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim 
yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 
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hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan 
“akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di 
pengadilan. 
Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai 
kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka 
untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua 
hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang 
yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. 
Bertitik tolak dari kemungkinan hasil penilaian majelis hakim, 
putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara 
dapat bermacam-macam. Apabila berdasarkan hasil musyawarah 
majelis hakum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) 
KUHAP, pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 
disidang, kesalah terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa diputus bebas (Vrijspraak). Jika pengadilan berpendapat 
bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, 
tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka 
terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag  Van 
Rechtsvervolging). Sedangkan apabila perbuatan yang didakwakan 
kepadanya terbukti , maka terdakwa dijatuhi pidana (Veroordeling). 
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Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada 
siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. 
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan 
Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara 
yang sedang diperiksa dan diadili seorang hakim. Hakim 
memberikan keputusannya mengenai hal-hak sebagai berikut:80 
a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah 
melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 
b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang 
dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan 
apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. 
c. Keputusan mengenai pidanya, apabila terdakwa memang 
dapat dipidana. 
 
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan 
putusan, namun pada Pasal 50 menentukan hakim dalam 
memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar 
putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari 
peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak 
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat 
atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan 
hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. 81  Dalam 
praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan 
yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik 
                                                          
80 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm 74 
81  Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2007, hlm 193 
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fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi 
komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang 
bukti. 
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa: 82 
Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat 
menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan 
sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut 
umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar 
atau diktum putusan hakim. 
 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 
197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: 
Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-
penetuan kesalahan terdakwa. 
 
Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan 
kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib 
berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan 
keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sesorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya. 
 
Pasal 183 KUHAP tersebut menentukan pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi dua persyaratan yaitu 
dua alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif di dalam undang-
                                                          
82  Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik 
Penyusunan, dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 193 
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undang dan apakah atas dasar dua alat bukti tersebut timbul 
keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.  
Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan akan 
mempertimbangkan hal-hal berikut:83 
a. Pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam 
persidangan dan undang-undang telah ditetapkan sebagai 
hal yang harus dimuat dalam putusan. 
b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu bertitik tolak 
pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan 
kehidupan masyarakat dan bernegara atau hakim melihat 
dari lingkungan dan berdasarkan pada hati nurani hakim itu 
sendiri. 
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya 
dipertimbangkan korelasi antara fakta–fakta, delik yang didakwakan 
dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis 
mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik 
pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara 
sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari 
delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, 
                                                          
83 Rusli Muhammad, Op.cit, hlm 212 
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pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, 
barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.84 
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan tugas hakim 
adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan 
rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 
1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
84 Ibid., hlm 217 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Lokasi Penelitian 
Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian 
awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa pengumpulan data 
yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya penulis dalam 
penelitian ini melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar 
yang menangani kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan 
Kerja. Selain itu, proses penyusunan ini juga berlangsung di 
Universitas Hasanuddin terkait dengan referensi-referensi yang 
diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pusat 
Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh yang akan digunakan penulis dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumbernya 
mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui 
wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki 
keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.  
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2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh 
dari dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, arsip, buku 
hasil penelitian terdahulu serta peraturan hukum yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari: 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi hal-hal yang 
berkaitan dengan penanganan masalah tindak pidana 
penggelapan dalam hubungan kerja. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu 
hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian, 
catatan, dokumentasi kajian-kajian, dan referensi-referensi lain 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 
3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan Hukum Tersier dari penelitian ini adalah bahan 
hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap 
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bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus 
hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk menjaring data yang akan diperlukan sebagai bahan 
analisis dalam penelitian ini maka akan di gunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Studi Dokumentasi 
Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 
dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 
dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, yakni berupa 
sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen, berkas perkara, 
buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu serta 
peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), 
dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian 
yang sistematis, padu dan utuh.  
2. Wawancara 
Wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini 
adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus 
tersebut. 
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3.4 Teknik Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data 
sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, 
yang berlaku dengan kenyataan sebagai data primer yang 
dihubungkan dengan teori-teori data sekunder. Data disajikan secara 
deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan 
permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana 
Penggelapan dalam Hubungan Kerja sebagai Kolektor 
Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap 
harta benda yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya, 
tindak pidana penggelapan berasal dari adanya kepercayaan yang 
diberikan namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. 
Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, 
kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 374 KUHPidana mengenai 
penggelapan dalam hubungan kerja. 
Sebelum menguraikan mengenai penerapan hukum pidana 
terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja 
sebagai kolektor dalam Putusan Nomor 1335/Pid.B/2016/PN.Mks 
maka perlu diketahui dahulu yaitu: 
1. Identitas Terdakwa 
Nama lengkap  : Christian Kevin 
Tempat lahir   : Ujung Pandang 
Umur/Tanggal lahir  : 22 Tahun/ 17 Desember 1994 
Jenis kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan   : Indonesia 
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Tempat tinggal : Jl. Bulogading Lrg. 276 Kel. 
Bulogading Kec. Ujung Pandang 
Kota Makassar 
Agama : Kristen Khatolik 
Pekerjaan : Karyawan Swasta 
Pindidikan : SMA 
2. Posisi Kasus 
Christian Kevin selaku terdakwa merupakan karyawan di 
perusahaan PT. Fistar Cemerlang dengan jabatan sebagai kolektor 
yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan penagihan hasil 
penjualan barang milik PT. Fistar Cemerlang ke konsumen. 
Terdakwa mulai bekerja pada perusahaan tersebut pada bulan 
November 2014 dengan gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta 
enam ratus ribu rupiah). 
Terdakwa menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp. 
489.742.500,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus 
empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima dari uang 
pembayaran harga barang dari konsumen dan dari saksi Hendry 
Tandiardy untuk disetorkan ke rekening perusahaan, namun hal itu 
tidak dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa melarikan 
diri dan tidak masuk bekerja seperti biasa serta telah menggunakan 
uang pembayaran tersebut untuk keperluan pribadinya. 
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3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Pertama: 
Bahwa terdakwa Christian Kevin, antara pada bulan Februari 
dan bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Fistar Cemerlang di 
jalan Ir. Sutami Blok L3 No. 6 kota Makassar dan atau di toko milik 
Hj. Masriani di jalan Panampu kota Makassar atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan 
hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau 
sebahagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh 
orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan 
karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena 
mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh 
Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
 Bahwa berawal sejak bulan November 2014 Terdakwa bekerja 
di perusahaan PT. Fistar Cemerlang dengan jabatan sabagai 
kolektor yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan 
penagihan hasil penjualan barang milik PT. Fistar Cemerlang ke 
konsumen, dimana setelah konsumen mengambil barang pada 
PT. Fistar Cemerlang di gudangnya lalu konsumen melakukan 
pembayaran harga barang setelah jatuh tempo pembayaran 
sebagaimana nota pembayaran yang dipegang oleh konsumen 
dan atau yang berada di PT. Fistar Cemerlang dan konsumen 
melakukan pembayaran dengan mendatangani langsung ke 
kantor PT. Fistar Cemerlang dan atau membayar dengan 
menggunakan cek tunai atau BG (Bilyet Giro) dan pembayaran 
konsumen biasanya diterima oleh saksi Hendry Tanriardy, biasa 
juga diterima oleh saksi Hasnida Arif als. Nida dan atau 
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terdakwa Christian Kevin, selanjutnya uang pembayaran dari 
konsumen diserahkan kepada terdakwa Christian Kevin untuk 
disetorkan ke rekening Regina Yunika Setiawan dan Supriyanto 
Bank Danamon dan PT. Fistar Cemerlang Bank CIMB Niaga 
dan setelah Terdakwa menyetorkan dana tersebut selanjutnya 
dilaporkan ke bagian adminnya yakni saksi Hasnida Arif als. 
Nida untuk dicatat pada pembukuan dan dilaporkan ke Jakarta; 
 Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Fistar Cemerlang 
sebagai kolektor, dan perusahaan tersebut bergerak dalam 
bidang distributor gula Makassar Te’ne dan Terdakwa diberikan 
gaji sebesar ± Rp. 2.600.00,- (dua juta enam ratus rubu rupiah); 
 Selanjutnya setelah berlangsung kegiatan Terdakwa tersebut, 
sekitar antara bulan Februari dan Maret 2016 dimana setelah 
pihak perusahaan yakni saksi Hendry Tandiardy selaku General 
Menager di PT. Fistar Cemerlang yang mengontrol operasional 
perusahaan secara keseluruhan, dimana setelah terdakwa 
Christian Kevin menerima uang pembayaran harga barang dari 
konsumen dan juga menerima uang dari saksi Hendry 
Tandiardy untuk disetorkan ke rekening PT. Fistar Cemerlang 
namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya 
Terdakwa malarikan diri dan tidak masuk kerja seperti biasanya, 
dan adapun rincian dana milik PT. Fistar Cemerlang sebesar 
Rp. 489.742.500,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta 
tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang 
digelapkan oleh Terdakwa dari hasil audit yang ditemukan 
adalah sebagai berikut: 
a. Pembayaran dari William K sebesar Rp. 133.061.500,- 
(seratus tiga puluh tiga juta enam puluh satu ribu lima ratus 
rupiah) yang saksi Hendry Tandiardy serahkan kepada 
Terdakwa pada tanggal 3 April 2016 di kantor PT. Fistar 
Cemerlang untuk disetorkan ke rekening PT. Fistar 
Cemerlang; 
b. Pembayaran dari William K sebesar Rp. 133.506.000,- 
(seratus tiga belas juta lima ratus enam ribu rupiah) yang 
diserahkan oleh saksi Hasnida Arif als. Nida  kepada 
Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2016 di kantor PT. Fistar 
Cemerlang untuk disetorkan ke rekening PT. Fistar 
Cemerlang; 
c. Pembayaran dari William K sebesar Rp. 117.895.000,- 
(seratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh lima 
ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dari 
konsumen pada tanggal 29 Februari 2016 untuk disetorkan 
ke rekening PT. Fistar Cemerlang; 
d. Kemudian Terdakwa telah menerima cek tunai dari Hj. 
Masriani senilai Rp. 125.280.000,- (seratus dua puluh lima 
juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari harga 
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pembayaran barang yang dilakukan oleh Hj. Masriani yang 
kemudian Terdakwa tidak setorkan ke rekening PT. Fistar 
Cemerlang. 
 Bahwa berdasarkan data tersebut diatas dimana oleh Terdakwa 
setelah menerima uang pembayaran dari konsumen melalui 
saksi Hendry Tandiardy, saksi Hasnida als. Nida, dan melalui 
Terdakwa sendiri dan konsumen kemudian oleh Terdakwa tidak 
meneruskan ke rekening perusahaan PT. Fistar Cemerlang dan 
saat diketahui oleh pihak perusahaan PT. Fistar Cemerlang oleh 
Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dan bahkan 
mengatakan telah menggunakan uang pembayaran tersebut 
untuk keperluan pribadinya; 
 Bahwa Terdakwa sebagai kolektor di perusahaan PT. Fistar 
Cemerlang yang bertugas melakukan penagihan atas 
pembayaran barang yang telah diterima oleh konsumen 
tersebut diatas dimana tidak meneruskan pembayarannya ke 
rekening perusahaan PT. Fistar Cemerlang dan 
mempergunakan untuk keperluan pribadinya dan Terdakwa 
melalukan hal tersebut tanpa seizin dan sepengatahuan dari 
pihak perusahaan PT. Fistar Cemerlang tempat Terdakwa 
bekerja; 
 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak peusahaan 
PT. Fistar Cemerlang mengalami kerugian dengan total Rp. 
489.742.500,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh 
ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah 
itu, sehingga pihak perusahaan PT. Fistar Cemerlang atas 
kejadian tersbut akhirnya melaporkan Terdakwa kepada pihak 
yang berwenang guna proses lebih lanjut. 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 374 KUHPidana. 
Atau 
Kedua: 
Bahwa terdakwa Christian Kevin, pada waktu dan tempat 
tersebut diatas pada dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan 
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya 
atau sebagian orang lain dan barang tersebut ada pada 
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tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan 
Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
 Bahwa berawal sejak bulan November 2014 Terdakwa bekerja 
di perusahaan PT. Fistar Cemerlang dengan jabatan sabagai 
kolektor yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan 
penagihan hasil penjualan barang milik PT. Fistar Cemerlang ke 
konsumen, dimana setelah konsumen mengambil barang pada 
PT. Fistar Cemerlang di gudangnya lalu konsumen melakukan 
pembayaran harga barang setelah jatuh tempo pembayaran 
sebagaimana nota pembayaran yang dipegang oleh konsumen 
dan atau yang berada di PT. Fistar Cemerlang dan konsumen 
melakukan pembayaran dengan mendatangani langsung ke 
kantor PT. Fistar Cemerlang dan atau membayar dengan 
menggunakan cek tunai atau BG (Bilyet Giro) dan pembayaran 
konsumen biasanya diterima oleh saksi Hendry Tanriardy, biasa 
juga diterima oleh saksi Hasnida Arif als. Nida dan atau 
terdakwa Christian Kevin, selanjutnya uang pembayaran dari 
konsumen diserahkan kepada terdakwa Christian Kevin untuk 
disetorkan ke rekening Regina Yunika Setiawan dan Supriyanto 
Bank Danamon dan PT. Fistar Cemerlang Bank CIMB Niaga 
dan setelah Terdakwa menyetorkan dana tersebut selanjutnya 
dilaporkan ke bagian adminnya yakni saksi Hasnida Arif als. 
Nida untuk dicatat pada pembukuan dan dilaporkan ke Jakarta; 
 Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Fistar Cemerlang 
sebagai kolektor, dan perusahaan tersebut bergerak dalam 
bidang distributor gula Makassar Te’ne dan Terdakwa diberikan 
gaji sebesar ± Rp. 2.600.00,- (dua juta enam ratus rubu rupiah); 
 Selanjutnya setelah berlangsung kegiatan Terdakwa tersebut, 
sekitar antara bulan Februari dan Maret 2016 dimana setelah 
pihak perusahaan yakni saksi Hendry Tandiardy selaku General 
Menager di PT. Fistar Cemerlang yang mengontrol operasional 
perusahaan secara keseluruhan, dimana setelah terdakwa 
Christian Kevin menerima uang pembayaran harga barang dari 
konsumen dan juga menerima uang dari saksi Hendry 
Tandiardy untuk disetorkan ke rekening PT. Fistar Cemerlang 
namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya 
Terdakwa malarikan diri dan tidak masuk kerja seperti biasanya, 
dan adapun rincian dana milik PT. Fistar Cemerlang sebesar 
Rp. 489.742.500,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta 
tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang 
digelapkan oleh Terdakwa dari hasil audit yang ditemukan 
adalah sebagai berikut: 
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a. Pembayaran dari William K sebesar Rp. 133.061.500,- 
(seratus tiga puluh tiga juta enam puluh satu ribu lima ratus 
rupiah) yang saksi Hendry Tandiardy serahkan kepada 
Terdakwa pada tanggal 3 April 2016 di kantor PT. Fistar 
Cemerlang untuk disetorkan ke rekening PT. Fistar 
Cemerlang; 
b. Pembayaran dari William K sebesar Rp. 133.506.000,- 
(seratus tiga belas juta lima ratus enam ribu rupiah) yang 
diserahkan oleh saksi Hasnida Arif als. Nida  kepada 
Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2016 di kantor PT. Fistar 
Cemerlang untuk disetorkan ke rekening PT. Fistar 
Cemerlang; 
c. Pembayaran dari William K sebesar Rp. 117.895.000,- 
(seratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh lima 
ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dari 
konsumen pada tanggal 29 Februari 2016 untuk disetorkan 
ke rekening PT. Fistar Cemerlang; 
d. Kemudian Terdakwa telah menerima cek tunai dari Hj. 
Masriani senilai Rp. 125.280.000,- (seratus dua puluh lima 
juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari harga 
pembayaran barang yang dilakukan oleh Hj. Masriani yang 
kemudian Terdakwa tidak setorkan ke rekening PT. Fistar 
Cemerlang. 
 Bahwa berdasarkan data tersebut diatas dimana oleh Terdakwa 
setelah menerima uang pembayaran dari konsumen melalui 
saksi Hendry Tandiardy, saksi Hasnida als. Nida, dan melalui 
Terdakwa sendiri dan konsumen kemudian oleh Terdakwa tidak 
meneruskan ke rekening perusahaan PT. Fistar Cemerlang dan 
saat diketahui oleh pihak perusahaan PT. Fistar Cemerlang oleh 
Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dan bahkan 
mengatakan telah menggunakan uang pembayaran tersebut 
untuk keperluan pribadinya; 
 Bahwa Terdakwa setelah menerima uang hasil penagihan atas 
pembayaran barang yang telah diterima dari konsumen tersebut 
diatas dimana tidak meneruskan pembayarannya ke rekening 
perusahaan PT. Fistar Cemerlang dan mempergunakan untuk 
keperluan pribadinya dan Terdakwa melakukan hal tersebut 
tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. 
Fistar Cemerlang; 
 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan 
PT. Fistar Cemerlang mengalami kerugian dengan total Rp. 
489.742.500,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh 
ratus empat  puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sekitar 
jumlah itu, sehingga pihak perusahaan PT. Fistar Cemerlang 
atas kejadian tersebut akhirnya melaporkan Terdakwa kepada 
pihak yang berwenang guna proses lebih lanjut. 
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 372 KUHPidana. 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut 
Umum dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam hubungan 
kerja, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini untuk memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa Christian Kevin bersalah melakukan 
tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 374 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Christian Kevin dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan 
dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama 
ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
 1 (satu) lembar Nota No.133/III/2016, tanggal 2 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 63.570.000,- (enam puluh 
tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.14/II/2016, tanggal 29 Februari 
2016 pembayaran William K senilai Rp. 6.575.000,- (enam 
juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.117/II/2016, tanggal 29 Februari 
2016 pembayaran William K senilai Rp. 13.150.000,- (tiga 
belas juta seratus lima puluh ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.132/II/2016, tanggal 29 Februari 
2016 pembayaran William K senilai Rp. 18.800.000,- 
(delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah); 
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 1 (satu) lembar Nota No.127/II/2016, tanggal 29 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 15.800.000,- (lima belas 
juta delapan ratus ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Maret 2016 pembayaran 
William K senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta 
rupiah); 
 1 (satu) lembar tanggal 17 Februari 2016 pembayaran 
William K senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Februari 2016 pembayaran 
Wiliiam K senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No. 140,  tanggal 7 Maret 2016 
pembayaran William K senilai  Rp. 7.675.000,- (tujuh juta 
enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.143/II/2016, tanggal 7 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 30.700.000,- (tiga puluh 
juta tujuh ratus ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.139, tanggal 7 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta 
rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.140, tanggal 7 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 9.205.000,- (sembilan juta 
dua ratus lima ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.139, tanggal 4 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 6.520.000,- (enam juta 
lima ratus dua puluh ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.133, tanggal 4 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 19.187.000,- (sembilan 
belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.133/II/2016, tanggal 1 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 44.930.000,- (empat puluh 
empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.132/II/2016, tanggal 1 Maret 2016 
pembayaran Willliam K senilai Rp. 13.150.000,- (tiga belas 
juta seratus lima puluh ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.127/II/2016, tanggal 1 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 30.274.000,- (tiga puluh 
juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.122/II/2016, tanggal 26 Februari 
2016 pembayaran William K senilai Rp. 19.000.000,- 
(sembilan belas juta rupiah); 
 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna 
hitam DD 3033 XX; 
Dikembalikan kepada pihak perusahaan PT. Fistar 
Cemerlang an. Hendry Tandiardy. 
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 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau hitam 
DD 5858 KN. 
Dikembalikan kepada terdakwa Christian Kevin. 
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Amar Putusan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada persidangan 
29 Agustus 2016 yang terdiri dari Hakim Ibrahim Palino, SH., MH 
sebagai hakim ketua serta Cening Budiana, SH., MH dan Rika M. 
Pandegirot, SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota. 
Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  dimana 
hakim dibantu oleh Husna Machmud, SH., MH sebagai panitera 
pengganti dihadapan Haryati M. Nur, SH sebagai jaksa penuntut 
umum dan terdakwa. Maka pengadilan Negeri Makassar yang 
berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana 
sebagaimana telah dikemukakan diatas sesuai, dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan 
sebagai berikut: 
MENGADILI: 
1) Menyatakan Terdakwa Christian Kevin tersebut diatas terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“penggelapan dalam jabatan”. 
72 
 
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. 
3) Menetapkan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 
5) Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) lembar Nota No.133/III/2016, tanggal 2 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 63.570.000,- (enam puluh 
tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.14/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 6.575.000,- (enam juta 
lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.117/II/2016, tanggal 29 Februari 
2016 pembayaran William K senilai Rp. 13.150.000,- (tiga 
belas juta seratus lima puluh ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.132/II/2016, tanggal 29 Februari 
2016 pembayaran William K senilai Rp. 18.800.000,- 
(delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.127/II/2016, tanggal 29 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 15.800.000,- (lima belas 
juta delapan ratus ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota tanggal 29 Maret 2016 pembayaran 
William K senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta 
rupiah); 
 1 (satu) lembar tanggal 17 Februari 2016 pembayaran 
William K senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Februari 2016 pembayaran 
Wiliiam K senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No. 140,  tanggal 7 Maret 2016 
pembayaran William K senilai  Rp. 7.675.000,- (tujuh juta 
enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.143/II/2016, tanggal 7 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 30.700.000,- (tiga puluh 
juta tujuh ratus ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.139, tanggal 7 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta 
rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.140, tanggal 7 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 9.205.000,- (sembilan juta 
dua ratus lima ribu rupiah); 
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 1 (satu) lembar Nota No.139, tanggal 4 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 6.520.000,- (enam juta 
lima ratus dua puluh ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.133, tanggal 4 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 19.187.000,- (sembilan 
belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.133/II/2016, tanggal 1 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 44.930.000,- (empat puluh 
empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.132/II/2016, tanggal 1 Maret 2016 
pembayaran Willliam K senilai Rp. 13.150.000,- (tiga belas 
juta seratus lima puluh ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.127/II/2016, tanggal 1 Maret 2016 
pembayaran William K senilai Rp. 30.274.000,- (tiga puluh 
juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); 
 1 (satu) lembar Nota No.122/II/2016, tanggal 26 Februari 
2016 pembayaran William K senilai Rp. 19.000.000,- 
(sembilan belas juta rupiah); 
 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna 
hitam DD 3033 XX; 
Dikembalikan kepada pihak perusahaan PT. Fistar 
Cemerlang an. Hendry Tandiardy. 
 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau 
hitam DD 5858 KN. 
Dikembalikan kepada terdakwa Christian Kevin. 
6) Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
6. Analisis Penulis 
Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana 
dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya 
akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat 
dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa 
melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di 
dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Mencermati dakwaan 
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dan tuntutan Penuntut Umum diatas dapat dijelaskan bahwa dalam 
perkara ini jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif. 
Dakwaan alternatif yaitu terdapat beberapa dakwaan yang disusun 
secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat 
mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini 
digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana 
mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, 
meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu 
dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan 
urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada 
lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat 
dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya 
menggunakan kata sambung atau. 
Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 
kesatu yaitu Pasal 374 KUHPidana dan dakwaan kedua yaitu Pasal 
372 KUHPidana. Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka 
Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi 
terpenuhinya diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua 
berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan 
berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan pertama 
memiliki potensi dan sesuai dengan fakta persidangan sehingga 
dakwaan kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan. 
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Menurut penulis, unsur-unsur 374 KUHPidana telah mencocoki 
kasus diatas dan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut 
Umum dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat 
dalam Pasal 374 KUHPidana yang telah menguraikan secara 
cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa 
maupun mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
Penuntut Umum menyatakan Terdakwa secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. 
Dimana unsur dalam pasal 374 KUHPidana yang merupakan tindak 
pidana penggelapan dengan pemberatan telah terpenuhi yang 
memiliki unsur-unsur khusus yang memberatkan si terdakwa yaitu 
beradanya benda dalam kekuasaan si pelaku disebabkan karena 
hubungan kerja pribadinya, karena pekerjaannya atau jabatan, dan 
karena mendapat imbalan uang. 
Penulis dalam penggunaan judul skripsi menggunakan istilah 
penggelapan dalam hubungan kerja karena telah dijelaskan 
sebelumnya contoh tindak pidana penggelapan dalam hubungan 
kerja adalah misalnya seorang pegawai dalam sebuah perusahaan 
menggelapkan uang perusahaan untuk tujuan selain dari tujuan 
perusahaan tersebut atau digunakan secara pribadi. Melihat bahwa 
terdakwa menggelapkan uang perusahaan untuk digunakan secara 
pribadi oleh terdakwa akan tetapi karena terdakwa dalam 
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perusahaan tersebut memiliki jabatan sebagai kolektor maka 
penulis sepakat untuk selanjutnya disebut sebagai penggelapan 
dalam jabatan. 
Berdasarkan Putusan Nomor 1335/Pid.B/2016/PN.Mks 
menyatakan bahwa terdakwa Christian Kevin terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu Pasal 
374 KUHPidana sebagaimana dapat dilihat dari posisi kasus diatas 
bahwa terdakwa betul secara sadar dan melawan hukum 
melakukan tindak pidana penggelapan yang berada padanya 
bukan karena kejahatan melainkan karena suatu kepercayaan yang 
diberikan padanya karena adanya hubungan kerja sebagai kolektor 
yang bertugas menagih hasil penjualan barang milik perusahaan 
dimana menurut penulis telah memenuhi rasa keadilan. 
Penggunaan istilah penggelapan dalam jabatan menurut jaksa 
penunutut umum disini adalah jabatan atau pekerjaan yang 
diperoleh karena adanya hubungan kerja dan mendapat imbalan 
berupa gaji. Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan tuntutan 
dari penuntut umum yang hanya menuntut terdakwa dengan pidana 
1 (satu) tahun 10 (bulan) karena dalam hal ini tuntutan Penuntut 
Umum sangat mempengaruhi vonis hakim nantinya dimana 
tuntutan Jaksa penuntut umum yang tidak menuntut terdakwa 
dengan minimal seperdua dari ancaman dalam Pasal 374 
KUHPidana dimana diketahui Pasal 374 KUHPidana merupakan 
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jenis penggelapan dengan pemberatan dan hal yang meringankan 
menurut penuntut umum adalah bahwa terdakwa mengembalikan 
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menurut penulis dalam 
mengkaji keterangan saksi, hal tersebut tidak dapat dijadikan hal 
yang meringankan karena pengembalian sejumlah uang tersebut 
diluar dari kerugian PT. Fistar Cemerlang yang dilaporkan atas 
penggelapan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan 
jabatannya untuk menagih uang hasil penjualan barang kepada 
konsumen yang artinya bahwa sesungguhnya dalam kasus 
penggelapan ini, terdakwa tidak melakukan pengembalian uang 
perusahaan untuk kerugian yang dilaporkan oleh PT. Fistar 
Cemerlang. 
 
4.2 Pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam Penjatuhan Putusan Tindak 
Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja sebagai Kolektor Perkara 
No.1335/Pid.B/2016/PN.Mks 
Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana 
berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak 
mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam 
masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 
48 Tahun 2009 sebagai berikut: 
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“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan 
berkembangan dalam masyarakat.” 
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat 
digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim 
dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat 
bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan 
pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, 
bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang 
benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah 
ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses 
penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa 
manfaat bagi terpidana. 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai  pertimbangan 
hakim dalam Putusan No. 1335/Pid.B/2016/PN.Mks yaitu sebagai 
berikut: 
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan, 
tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan keterangan 
terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur 
delik dan juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan para 
terdakwa.  
79 
 
Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim 
terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan 
oleh terdakwa Christian Kevin adalah sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam 
surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-497/Mks/Epp.2/06/2016 
tanggal 11 Juli 2016 yang melanggar pasal sebagaimana dalam 
pasal 374 KUHPidana. 
Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah 
menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar 
keterangannya dibawah sumpah, yakni saksi Hendry Tandiardy 
saksi Hasnida Arif alias Nida dan saksi Alexander sebagaimana 
termuat selengkapnya dalam berita acara. 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar 
keterangan Terdakwa yang selengkapnya termuat dalam berita 
acara. 
Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
saling menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan kesimpulan 
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah atas tindak pidana, melakukan tindak pidana 
“Penggelapan dalam jabatan”. 
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa 
akan dojatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan 
memperlihatkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
sebagai berikut: 
 Yang Memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa merugikan pihak perusahaan PT. Fistar 
Cemerlang. 
Yang Meringankan: 
 Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
mengulanginya lagi, 
 Terdakwa belum pernah dihukum, 
 Adanya orang tua terdakwa telah mengembalikan sebagaian 
uang uang perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah). 
Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus 
diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa 
harus dibebani pula membayar biaya perkara. 
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Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap 
perkara No.1335/Pid.B/2016/PN.Mks berdasarkan beberapa 
pertimbangan yuridis yang dimana Hakim terlebih dahulu 
menguraikan unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana yang 
didakwakan oleh jaksa penuntut umum.  
Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan 
dakwaannya yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Barangsiapa; 
2. Secara melawan hukum; 
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain; 
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan; 
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap 
barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena 
pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. 
Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” 
Yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang 
atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta 
menunjukkan pelaku delik yang dirumuskan dalam surat 
dakwaan, dalam hal ini terdakwa Christian Kevin telah 
membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah 
pula dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan 
saksi-saksi, yang kejadiannya pada tanggal 12 Februari 2016 
serta sampai dengan bulan Maret 2016 bertempat dijalan Ir. 
Sutami Blok L3 No. 6 Kota Makassar dan di Toko milik Hj. 
Masriani di jalan Panampu Makassar, Terdakwa telah 
menggunakan dengan menggelapkan uang milik perusahaan 
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untuk keperluan pribadinya dimana Terdakwa bekerja. Bahwa 
apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa atas dasar 
kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat jasmani. 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut 
hukum. 
 
Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum” 
Bahwa menurut keterangan saksi Hendry Tandiardy, saksi 
Hasnida Arif als. Nida, saksi Alexander, yang kejadiannya pada 
tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 
bertempat di Jalan Ir. Sutami Blok L3 No. 6 kota Makassar dan 
Toko milik Hj. Masriani di jalan Panampu Makassar, bahwa 
berawal sejak bulan November 2014 Terdakwa bekerja di 
perusahaan PT. Fistar Cemerlang dengan jabatan sebagai staf 
gudang sekaligus bertanggungjawab melakukan penagihan 
hasil penjualan barang milik PT. Fistar Cemerlang ke konsumen 
dan melakukan penyetoran uang milik perusahaan ke rekening 
perusahaan, dimana setelah konsumen mengambil barang 
berupa gula pada PT. Fistar Cemerlang di gudangnya lalu 
konsumen melakukan pembayaran harga barang setelah jatuh 
tempo pembayaran sebagaimana nota pembayaran yang 
dipegang oleh konsumen dan atau yang berada di PT. Fistar 
Cemerlang dan konsumen melakukan pembayaran dengan 
mendatangi langsung ke kantor PT. Fistar Cemerlang dan atau 
membayar dengan menggunakan cek tunai ataupun BG (bilyet 
giro) dan pembayaran konsumen biasanya diterima oleh saksi 
Hendry Tanriardy, biasa juga diterima oleh saksi Hasnida Arif 
als. Nida dan atau terdakwa Christian Kevin, selanjutnya uang 
pembayaran dari konsumen diserahkan kepada terdakwa 
Chriastian Kevin untuk disetorkan ke rekening Regina Yunika 
Setiawan dan Supriyanto Bank Danamon dan PT. Fistar 
Cemerlang Bank CIMB Niaga dan setelah Terdakwa 
menyetorkan dana tersebut selanjutnya dilaporkan ke bagian 
adminnya yakni saksi Hasnida Arif als. Nida untuk dicatat pada 
pembukuan dan dilaporkan ke Jakarta. Selanjutnya diketahui 
setelah berjalan terdakwa dalam bekerja di perusahaan PT. 
Fistar Cemerlang dimana diketahui adanya kecurigaan data 
yang tidak sesuai setelah mengumpulkan bukti-buktinya lalu 
memanggil Terdakwa, setelah diinterogasi membenarkan kalau 
uang hasil pembayaran dari toko/konsumen dan yang 
perusahaan yang saksi Hendry Tandiardy, saksi Hasnida Arif 
als. Nida maupun dari konsumen yang telah diserahkan 
langsung kepada Terdakwa oleh Terdakwa uang milik 
perusahaan tersebut tidak disetorkan, melainkan telah 
dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan telah 
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membelikan sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizin 
dari saksi Hendry Tandiardy selaku kepala cabang PT Fistar 
Cemerlang, adapun setelah melakukan pengecekan untuk 
Terdakwa telah menggelapkan uang tagihan sebesar Rp. 
489.742.500,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh 
ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya saksi 
Hendry Tandiardy yang diberikan tanggungjawab melaporkan 
kejadian tersebut ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut. 
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut atas kesadarannya 
dengan sengaja menggunakan yang milik perusahaan PT. 
Fistar Cemerlang. Jadi perbuatan Terdakwa merupakan 
perbuatan melawan hukum. 
Keterangan saksi telah bersesuaian dengan perbuatan 
Terdakwa 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut 
hukum. 
 
Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain” 
Bahwa menurut keterangan saksi Hendry Tandiardy, saksi 
Hasnida Arif als. Nida, saksi Alexander yang kejadiannya pada 
tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 
bertempat di Jalan Ir. Sutami Blok L3 No. 6 kota Makassar dan 
Tokok milik Hj. Masriani di jaln Panampu Makassar, bahwa 
berawal sejak bulan November 2014 Terdakwa bekerja di 
Perusahaan PT. Fistar Cemerlang dengan jabatan sebagai staf 
gudang sekaligus bertanggungjawab melakukan penagihan 
hasil penjualan barang milik PT. Fistar cemerlang ke konsumen 
dan melakukan penyetoran uang milik perusahaan ke rekening 
perusahaan, dimana setelah konsumen mengambil barang 
berupa gula pada PT. Fistar Cemerlang di gudangnya lalu 
konsumen melakukan pembayaran harga barang setelah jatuh 
tempo pembayaran sebagaimana nota pembayaran yang 
dipegang oleh konsumen dan atau yang berada di PT. Fistar 
Cemerlang dan konsumen melakukan pembayaran dengan 
mendatangi langsung ke kantor PT. Fistar Cemerlang dan atau 
membayar dengan menggunakan cek tunai ataupun BG (bilyet 
giro) dan pembayaran konsumen biasanya diterima oleh saksi 
Hendry Tanriardy, biasa juga diterima oleh saksi Hasnida Arif 
als. Nida dan atau terdakwa Christian Kevin, selanjutnya uang 
pembayaran dari konsumen diserahkan kepada terdakwa 
Chriastian Kevin untuk disetorkan ke rekening Regina Yunika 
Setiawan dan Supriyanto Bank Danamon dan PT. Fistar 
Cemerlang Bank CIMB Niaga dan setelah Terdakwa 
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menyetorkan dana tersebut selanjutnya dilaporkan ke bagian 
adminnya yakni saksi Hasnida Arif als. Nida untuk dicatat pada 
pembukuan dan dilaporkan ke Jakarta. Selanjutnya diketahui 
setelah berjalan terdakwa dalam bekerja di perusahaan PT. 
Fistar Cemerlang dimana diketahui adanya kecurigaan data 
yang tidak sesuai setelah mengumpulkan bukti-buktinya lalu 
memanggil Terdakwa, setelah diinterogasi membenarkan kalau 
uang hasil pembayaran dari toko/konsumen dan yang 
perusahaan yang saksi Hendry Tandiardy, saksi Hasnida Arif 
als. Nida maupun dari konsumen yang telah diserahkan 
langsung kepada Terdakwa oleh Terdakwa uang milik 
perusahaan tersebut tidak disetorkan, melainkan telah 
dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan telah 
membelikan sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizin 
dari saksi Hendry Tandiardy selaku kepala cabang PT Fistar 
Cemerlang, adapun setelah melakukan pengecekan untuk 
Terdakwa telah menggelapkan uang tagihan sebesar Rp. 
489.742.500,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh 
ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), adapun setelah 
Terdakwa mengambil uang milik perusahaan tersebut dimana 
dipergunakan untuk berfoya-foya di bar bersama temannya dan 
Terdakwa juga membelikan sepeda motor mirk Yamaha Mio 
Soul GT warna hitam DD 3033 XX seharga Rp. 17.000.00,- 
(tujuh belas juta rupiah) dengan menggunakan uang milim 
perusahaan, setelah oleh saksi Alexander orang tua Terdakwa 
mengetahui hal tersebut dari penyampaian saksi Hendry 
Tandiardy tas perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan 
uang milik perusahaan lalu berusaha mengembalikan sejumlah 
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening saksi 
Hendry Tandiardy namun dalam tersebut oleh pihak 
perusahaan belum menerima atas kerugian yang dialami 
perusahaan, selanjutnya saksi Hendry Tandiardy yang 
diberikan tanggungjawab melaporkan kejadian tersebut ke 
kantor polisi guna proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan 
Terdakwa tersebut atas kesadarannya dengan sengaja 
menguasai uang milik perusahaan ketika melakukan penagihan 
dan atau penyetoran ke rekening perusahaan karena 
dipergunakan untuk keperluan pribadinya sehingga tidak 
diteruskan ke rekening perusahaan yang seharusnya setelah 
menerima uang pembayaran disetor langsung ke rekening 
perusahaan. Jadi perbuatan Terdakwa dengan memiliki uang 
perusahaan yang bukan miliknya merupakan perbuatan 
melawan hukum. 
Keterangan saksi telah bersesuaian dengan perbuatan 
Terdakwa. 
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Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut 
hukum. 
 
Ad. 4. Unsur  “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” 
Bahwa menurut keterangan saksi Hendry Tandiardy, saksi 
Hasnida Arif als. Nida, saksi Alexander, yang kejadiannya pada 
tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 
bertempat di Jalan Ir. Sutami Blok L3 No. 6 kota Makassar dan 
Toko milik Hj. Masriani di jalan Panampu Makassar, bahwa 
berawal sejak bulan November 2014 Terdakwa bekerja di 
perusahaan PT. Fistar Cemerlang dengan jabatan sebagai staf 
gudang sekaligus bertanggungjawab melakukan penagihan 
hasil penjualan barang milik PT. Fistar Cemerlang ke konsumen 
dan melakukan penyetoran uang milik perusahaan ke rekening 
perusahaan, dimana setelah konsumen mengambil barang 
berupa gula pada PT. Fistar Cemerlang di gudangnya lalu 
konsumen melakukan pembayaran harga barang setelah jatuh 
tempo pembayaran sebagaimana nota pembayaran yang 
dipegang oleh konsumen dan atau yang berada di PT. Fistar 
Cemerlang dan konsumen melakukan pembayaran dengan 
mendatangi langsung ke kantor PT. Fistar Cemerlang dan atau 
membayar dengan menggunakan cek tunai ataupun BG (bilyet 
giro) dan pembayaran konsumen biasanya diterima oleh saksi 
Hendry Tanriardy, biasa juga diterima oleh saksi Hasnida Arif 
als. Nida dan atau terdakwa Christian Kevin, selanjutnya uang 
pembayaran dari konsumen diserahkan kepada terdakwa 
Chriastian Kevin untuk disetorkan ke rekening Regina Yunika 
Setiawan dan Supriyanto Bank Danamon dan PT. Fistar 
Cemerlang Bank CIMB Niaga dan setelah Terdakwa 
menyetorkan dana tersebut selanjutnya dilaporkan ke bagian 
adminnya yakni saksi Hasnida Arif als. Nida untuk dicatat pada 
pembukuan dan dilaporkan ke Jakarta. Selanjutnya diketahui 
setelah berjalan terdakwa dalam bekerja di perusahaan PT. 
Fistar Cemerlang dimana diketahui adanya kecurigaan data 
yang tidak sesuai setelah mengumpulkan bukti-buktinya lalu 
memanggil Terdakwa, setelah diinterogasi membenarkan kalau 
uang hasil pembayaran dari toko/konsumen dan yang 
perusahaan yang saksi Hendry Tandiardy, saksi Hasnida Arif 
als. Nida maupun dari konsumen yang telah diserahkan 
langsung kepada Terdakwa oleh Terdakwa uang milik 
perusahaan tersebut tidak disetorkan, melainkan telah 
dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan telah 
membelikan sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizin 
dari saksi Hendry Tandiardy selaku kepala cabang PT Fistar 
Cemerlang, adapun setelah melakukan pengecekan untuk 
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Terdakwa telah menggelapkan uang tagihan sebesar Rp. 
489.742.500,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh 
ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya saksi 
Hendry Tandiardy yang diberikan tanggungjawab melaporkan 
kejadian tersebut ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut. 
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut atas kesadarannya 
dengan sengaja menggunakan uang milik perusahaan PT. 
Fistar Cemerlang. Jadi perbuatan Terdakwa adanya uang 
perusahaan dalam penguasaannya yang tidak diteruskan ke 
rekening perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum. 
Keterangan saksi telah bersesuaian dengan perbuatan 
Terdakwa. 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut 
hukum. 
 
 Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya 
terhado barang disebebkan karena ada hubungan kerja atau 
karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” 
Bahwa menurut keterangan saksi Hendry Tandiardy, saksi 
Hasnida Arif als. Nida, saksi Alexander, yang kejadiannya pada 
tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 
bertempat di Jalan Ir. Sutami Blok L3 No. 6 kota Makassar dan 
Toko milik Hj. Masriani di jalan Panampu Makassar, bahwa 
berawal sejak bulan November 2014 Terdakwa bekerja di 
perusahaan PT. Fistar Cemerlang dengan jabatan sebagai staf 
gudang sekaligus bertanggungjawab melakukan penagihan 
hasil penjualan barang milik PT. Fistar Cemerlang ke konsumen 
dan melakukan penyetoran uang milik perusahaan ke rekening 
perusahaan, dan Terdakwa bekerja diberi gaja/upah sebesar 
Rp. 2.600.000,0 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian 
Terdakwa bekerja dimana setelah konsumen mengambil 
barang berupa gula pada PT. Fistar Cemerlang di gudangnya 
lalu konsumen melakukan pembayaran harga barang setelah 
jatuh tempo pembayaran sebagaimana nota pembayaran yang 
dipegang oleh konsumen dan atau yang berada di PT. Fistar 
Cemerlang dan konsumen melakukan pembayaran dengan 
mendatangi langsung ke kantor PT. Fistar Cemerlang dan atau 
membayar dengan menggunakan cek tunai ataupun BG (bilyet 
giro) dan pembayaran konsumen biasanya diterima oleh saksi 
Hendry Tanriardy, biasa juga diterima oleh saksi Hasnida Arif 
als. Nida dan atau terdakwa Christian Kevin, selanjutnya uang 
pembayaran dari konsumen diserahkan kepada terdakwa 
Chriastian Kevin untuk disetorkan ke rekening Regina Yunika 
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Setiawan dan Supriyanto Bank Danamon dan PT. Fistar 
Cemerlang Bank CIMB Niaga dan setelah Terdakwa 
menyetorkan dana tersebut selanjutnya dilaporkan ke bagian 
adminnya yakni saksi Hasnida Arif als. Nida untuk dicatat pada 
pembukuan dan dilaporkan ke Jakarta. Selanjutnya diketahui 
setelah berjalan terdakwa dalam bekerja di perusahaan PT. 
Fistar Cemerlang dimana diketahui adanya kecurigaan data 
yang tidak sesuai setelah mengumpulkan bukti-buktinya lalu 
memanggil Terdakwa, setelah diinterogasi membenarkan kalau 
uang hasil pembayaran dari toko/konsumen dan yang 
perusahaan yang saksi Hendry Tandiardy, saksi Hasnida Arif 
als. Nida maupun dari konsumen yang telah diserahkan 
langsung kepada Terdakwa oleh Terdakwa uang milik 
perusahaan tersebut tidak disetorkan, melainkan telah 
dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan telah 
membelikan sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizin 
dari saksi Hendry Tandiardy selaku kepala cabang PT Fistar 
Cemerlang, adapun setelah melakukan pengecekan untuk 
Terdakwa telah menggelapkan uang tagihan sebesar Rp. 
489.742.500,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh 
ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya saksi 
Hendry Tandiardy yang diberikan tanggungjawab melaporkan 
kejadian tersebut ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut. 
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut atas kesadarannya 
dengan sengaja menggunakan uang milik perusahaan PT. 
Fistar Cemerlang. Jadi perbuatan Terdakwa dengan 
menggunakan uang milik perusahaan dimana Terdakwa 
bekerja dan diberi gaji oleh perusahaan merupakan perbuatan 
melawan hukum. 
Keterangan saksi telah bersesuaian dengan perbuatan 
Terdakwa. 
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut 
hukum. 
 
2. Analisis Penulis 
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani 
kasus tersebut bahwa dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa 
dan mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 374 
KUHPidana yang mengatur tentang penggelapan dengan maksimal 
ancaman pidanya adalah penjara paling lama 5 (lima) tahun. 
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Semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi 
dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, 
keterangan terdakwa, petujuk, dan ditambah keyakinan hakim, 
terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. 
Dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 
Christian Kevin yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 
penggelapan Pasal 374 KUHP dakwaan pertama. Jaksa penuntut 
umum menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan akan tetapi Majelis Hakim menjatuhkan 
pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. 
 
Salah satu hakim yang menangani perkara tersebut 
berpendapat: 
Penjatuhan pidana penggelapan dalam jabatan bagi terdakwa 
Christian Kevin telah sesuai karena jabatan yang dimaksud 
disini adalah yang berhubungan dengan pekerjaan atau 
kewenangan dimana terdakwa merupakan karyawan swasta 
yang bekerja untuk perusahaan PT. Fistar Cemerlang sebagai 
kolektor yang bertugas menagih uang hasil penjualan. Jadi 
penggunaan makna jabatan disini merujuk pada pekerjaan atau 
kewenangan bukan jabatan bagi pegawai negeri.  
 
Untuk penjatuhan hukuman yang lebih rendah 7 bulan dari 
tuntutan jaksa penuntut umum padahal hal yang memberatkan 
dan meringankan sama dengan penunut umum merupakan 
penjatuhan hukuman yang dilakukan hakim ketua, dengan 
pertimbangan bahwa terdakwa selama persidangan 
berlangsung bersikap sopan sehingga tidak mempersulit 
jalannya persidangan. 
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Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan yang digunakan 
adalah pertimbangan yuridis dimana didasarkan pada fakta-
fakta yang terungkap selama persidangan. 
Dalam perkara ini penjatuhan hukuman 1 (tahun) 3 bulan 
diberikan dengan tujuan dapat memberikan pembalasan 
berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Untuk 
kerugian yang ditimbulkan dapat digugat secara perdata. 
 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas dan setelah 
melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memutuskan 
perkara ini, maka penulis berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana 
1 (tahun) 3 (tiga) bulan dalam putusan No.1335/Pid.B/2016/PN.Mks 
dinilai belum tepat. Titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan 
pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan 
dalam pasal pidana yang didakwakan walaupun hakim dalam 
menjatuhkan putusan dibatasi oleh tuntutan dari penuntut umum. 
Dalam Pasal 374 KUHPidana ancaman pidananya adalah paling 
lama 5 (lima) tahun, pemberian pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan 
masih terbilang sangat ringan apalagi untuk jumlah kerugian korban 
yang cukup besar dan jenis penggelapan yang dilakukan oleh 
terdakwa merupakan penggelapan dengan pemberatan, walaupun 
dalam hal yang meringankan terdakwa mengembalikan uang Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi menurut penulis, 
berdasarkan keterangan saksi jumlah tersebut adalah untuk 
pembayaran pajak perusahaan yang tidak disetorkan oleh terdakwa 
selanjutnya untuk kerugian Rp. 489.742.500,- (empat ratus delapan 
puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus 
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rupiah) merupakan uang hasil tagihan dari konsumen yang 
seluruhnya digelapkan oleh terdakwa menggunakan jabatannya 
yang bisa dikatakan sesungguhnya tidak ada pengembalian uang 
atas penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa 
serta jumlah uang yang digelapkan tersebut digunakan hanya untuk 
berfoya-foya di bar atau dengan kata lain uang tersebut tidak 
digunakan keperluan yang mendesak dan pengembalian uang 
tersebut juga dilakukan oleh orang tua terdakwa yang tidak 
mengetahui dan menerima uang hasil penggelapan terdakwa. 
Sehingga hal tersebut bukan menjadi alasan pembenar atau alasan 
pemaaf bagi terdakwa, seharusnya hakim dapat menjadikan hal 
tersebut sebagai hal yang memberatkan terdakwa. 
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 
hakim diketahui bahwa terdakwa bersikap sopan dalam 
persidangan sehingga dijadikan salah satu pertimbangan dari 
beberapa hal yang meringankan pidana terdakwa walaupun tidak 
secara tegas dicantumkan dalam putusan. Menurut penulis 
bersikap sopan dalam persidangan tidaklah dapat dijadikan hal 
yang dapat dipertimbangan sebagai sesuatu yang dapat 
mengurangi pidana yang dijatuhkan, karena menurut penulis, 
terdakwa bersikap sopan dalam persidangan merupakan hal yang 
sewajarnya. Hal ini merupakan hal yang layak dan patut dilakukan 
apabila seseorang dihadapkan dalam persidangan, apabila 
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seseorang yang diperhadapkan dalam persidangan tersebut tidak 
bersikap sopan dalam persidangan, maka terdakwa tersebut dapat 
dianggap menghina pengadilan yang merupakan tempat untuk 
mendapatkan keadilan atas penindasan yang diterima. Menurut 
penulis, bersikap sopan merupakan hal yang sewajarnya, 
seharusnya dan sepatutnya maka wajar pula apabila terdakwa 
bersikap tidak sopan maka dijadikan sebagai hal yang 
memberatkan. Dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, 
hakim dituntut untuk mencari kebenaran materiil. Artinya bahwa 
hakim diharapkan dengan keyakinan dan fakta yang terungkap, 
bisa menemukan dan mengungkap kebenaran hakiki. Oleh karena 
itu terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan tidak dapat 
menjadi dasar konkret bahwa terdakwa benar-benar menghormati 
pengadilan atau hanya sebagai tindakan untuk mendapatkan 
keringanan hukuman. 
Hakim dalam menjatuhkan putusan ini hanya menggunakan 
pertimbangan yuridis yaitu berupa fakta-fakta yang terungkap 
selama persidangan, menurut penulis dalam melakukan 
pertimbangan, hakim juga seharusnya tidak mengabaikan 
pertimbangan non-yuridis yaitu dampak yang merugikan dan 
merusak tatanan kehidupan masyarakat apalagi  penjatuhan pidana 
yang masih tergolong ringan menandakan bahwa kepercayaan 
masyarakat akan penerapan pidana maksimal yang termuat dalam 
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Pasal 374 KUHPidana tidak terpenuhi. Sehingga akan timbul 
asumsi bahwa orang yang melakukan tindak pidana khususnya 
penggelapan dengan jumlah yang besar akan dijatuhi hukuman 
ringan selama mengakui, menyesali perbuatannya dan bersikap 
sopan selama persidangan yang maksudnya tidak akan 
menimbulkan rasa takut oleh orang lain melakukan kejahatan. 
Sehingga pemberian pidana yang sesuai diharapkan dapat 
mencegah orang lain dalam melakukan kejahatan dan dapat 
membuat masyarakat menaati hukum yang berlaku karena adanya 
hukuman yang tegas. Walaupun hal ini pemberian hukuman yang 
tegas bukanlah satu-satunya upaya untuk menanggulangi tindak 
pidana penggelapan tetapi setidaknya dapat membuat orang 
berfikir untuk melakukan tindakan yang merugikan harta benda 
milik orang lain yang dipercayakan kepadanya.  
Dengan adanya Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman telah memberikan kebebasan untuk hakim 
dalam menetapkan atau menjatuhkan putusan sesuai dengan 
pertimbangan hukum dan nuraninya. Pemberian pidana 1 (satu) 
tahun 3 (tiga) bulan merupakan keputusan dari rasa keadilan 
hakim. Penulis juga menyadari bahwa masalah penjatuhan pidana 
kepada seseorang bukanlah hal mudah. Hakim selain harus 
mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga 
harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. 
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Dengan perkataan lain sedapat mungkin putusan hakim harus 
mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. Olehnya itu,  dalam dasar pertimbangan 
menentukan berat atau ringannya pidana yang akan diberikan 
kepada terdakwa, harus selalu didasarkan kepada asas 
keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan 
hukum terdakwa.  
Jadi menurut penulis dalam putusan perkara pidana No. 
1335/Pid.B/2016/PN.Mks yaitu perkara penggelapan dalam 
hubungan kerja atau jabatan khususnya dalam penjatuhan pidana 
tidak tepat dan dirasa belum adil. Putusan hakim yang dijatuhkan 
kepada terdakwa terkesan ringan walaupun dalam 
pertimbangannya telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan 
jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan serta dalam memutuskan melalui minimal dua alat 
bukti ditambah keyakinan hakim telah terpenuhi. Tetapi sebaiknya 
hakim juga dapat mempertimbangkan dari segala aspek bahwa 
pemidanaan harus memiliki efek jera bagi pelakunya. Salah satu 
cara yaitu penerapan pidana yang tegas dan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan agar dapat pula menjadi instrumen 
yang dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana 
penggelapan serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana 
serupa dilain waktu. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana 
penggelapan dalam hubungan kerja sebagai kolektor sudah tepat 
dimana jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan surat 
dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 374 KUHPidana 
atau kedua Pasal 372 KUHPidana, diantara unsur-unsur yang 
didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang dianggap terbukti 
secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 374 KUHPidana karena 
terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan merupakan 
karyawan yang bertugas sebagai kolektor yang bertugas menagih 
hasil penjual barang pada konsumen. Tetapi dalam penuntutan 
pidana oleh jaksa penuntut umum menurut penulis masih kurang 
tepat atau tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang 
merugikan pihak perusahaan karena dalam hal ini tuntutan jaksa 
penuntut umum sangat mempengaruhi putusan hakim terhadap 
terdakwa. 
2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan 
tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagai kolektor 
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perkara No. 1335/Pid.B/2016/PN.Mks telah sesuai dengan 
mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta 
yang terungkap dipersidangan serta dalam memutuskan melalui 
minimal dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Namun pidana 
yang dijatuhkan hakim masih terkesan ringan untuk perbuatan 
terdakwa yang secara sah dan melawan hukum melakukan tindak 
pidana penggelapan dan mengakibatkan kerugian perusahaan, jadi 
penjatuhan pidana kurang tepat dan dirasa belum adil karena 
hakim juga tidak mempertimbangkan hal lain yang dapat dijadikan 
sebagai hal yang memberatkan terdakwa sehingga tidak 
memberikan efek jera bagi pelaku. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan 
beberapa saran, yaitu: 
1. Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan pidana atau 
dalam memberikan tuntutan kepada terdakwa harus lebih cermat 
dan sesuai atau yang setimpal dengan perbuatan terdakwa karena 
ini yang menjadi acuan hakim dalam menjatuhkan putusannya. 
Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga sebaiknya memiliki 
pengetahuan hukum materiil agar tidak ada lagi kesalahan atau 
ketidaksesuaian dalam menerapkan pidana terhadap terdakwa. 
2. Sebaiknya Hakim dalam melakukan pertimbangan tidak 
mengabaikan pertimbangan non-yuridis agar tercipta keadilan bagi 
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korban, terdakwa, maupun masyarakat. Selain itu, sebaiknya hakim 
harus secara cermat memperhatikan hal-hal yang dapat 
meringankan atau memberatkan terdakwa selain hakim juga telah 
diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan guna 
menegakkan hukum dan keadilan jadi agar kiranya hakim tidak 
harus bergantung pada tuntutan jaksa penuntut umum dalam 
menentukan pidana bagi terdakwa.  
3. Bagi para penegak hukum sebaiknya dapat menjatuhkan pidana 
yang sesuai dan setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan 
agar tercipta keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. 
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